
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
PropinsiJawa Barat (BeritaNegaraTahun 1950)sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1968Nomor31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

BUPATI GARUT,

: a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan
di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga
terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta. untuk
menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan
daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis,
partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
PemerintahDaerah Tahun 2020;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan dan strategi
baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu ditinjau kembali dan dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn. huruf a dan huruf b, periu meneta.pkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANBUPATIGARUT

NOMOR52 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KBRJA PEMERINTAB DAERAB TAHUN 2020

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor97,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 18);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 20] 1 Nomor310);
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I • 1Perubahan RKPDKabupaten Garut Tahun 2020

Rencana Ketja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020. Bcrdasarkan Pasal 243
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cam Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, reneana program
dan kegiatan Reneana Ketja Pemerintah Daerah berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya hams digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Peruba.han Rencana Kerja Pemerintah
Daerah selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat
Daerah dan menjadi pedoman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut
Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus
selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Ketja Pemerintah Tahun 2020, Rencana Ketja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, serta program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana
KeIja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 selanjutnya menjadi
landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan PlafonAnggaran
Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Rencana KeIja
Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk menyempurn.akan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah
Tahun 2020.

1.1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TahuD 2020

BABI

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURANBUPATIGARUT
NOMOR 52 TAHUN 2020



Perubahan RKPDKabupaten Garut Tahun 20201-2

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya
dalam. pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tabun 2020, yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019
tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020, sebagai
landasan penyusunan perubahan KUAdan perubahan PPASTabun 2020 untuk
menyusun perubahan APBDTahun Anggaran 2020.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPDTahun 2020 terjadi karena aspek
pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam.
dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk
merespon berbagai dinamika yang berkembang, diantaranya atas berbagai
kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi
.Jawa Barat yang menuntut Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah
penyesuaian karena telah terjadinya beberapa perubahan atas asumsi yang telah
dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran
Tahun 2020, baik asumsi dalam pendapatan yang akan diperoleh,maupun asumsi
dalam hal belanja dan pembiayaannya. Selain itu, seiring tetjadinya CoronaVirus
Disease atau COVID-19yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun
2020, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kebidupan
sehingga mendorong dilakukannya kebijakan social distancing dan pembatasan
pergerakan masyarakat (physical distancing) yang berdampak besar terhadap
aktivitas ekonomi. Implikasi pandemi COVID-19telah berdampak antara lain
terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan
negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan
berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan
perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring
pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk
untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dalam rangka penanganan
COVID-19.

penyusunan. Kebijakan Umum Perubahan APBDserta Perubahan Prioritas dan
PlafonAnggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.
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Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPDTahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentar ..g Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor4700);

3. Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4725);

1.3. 'Da.ar Perubahan RKPDTahun 2020

Tujuan disusunnya Perubahan RKPOTabun 2020 adalah untuk :

a. Menjadipedoman dalam penyusunan rancangan KebijakanUmum Perubaban
APBDTahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara
Perubahan APBDTahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam NotaKesepakatan Kebijakan
Umum Perubahan APBDTahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBDTahun 2020 antara DPRDdengan Pemerintah
Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
mencngah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja)POTahun 2020;

d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;

e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.2. Tujuan Perubahan RKPDTahun 2020
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Perubahan RKPDKabupaten Garut Tahun 20201-4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) DanlAtau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan I Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
WilayahNasional [LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor26 Tabun 2008
tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5887);

8. Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor13Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6323);

',PE'MERINT ~w . :o;'_P,TENGARUT. ' , '
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11. Peraturan Presiden Nomor59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
1'ujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
TaJmn 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor61 Tahun 2019 tentang Rencana KezjaPemerintah
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengab Nasional Tahun 2020··2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Percncanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Ketja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Da1amNegeriNomor 100Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor611);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang

, ' . ~
, , ',' :'" ',' • PE1\1tRINTAH KA8UPATEN G,W,UT .:D:.t:

&:-=~
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Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1757);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tabun
2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang WilayahKabupaten Garut Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata RuangWilayabKabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2012 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2016 Nomor6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gamt (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
PembangunauJangka MenengahDaerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10Tabun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 10);

28. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor139Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Garut (BeritaDaerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor139);

: 'PEMERINT ,H r ':"8UP.l.TEN GARUT' •
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Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan
produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan
indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah
tangga, investasi.rill, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga ketja. Prospek
pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan
mencapai 5,3%,direvisike bawahmenjadi -0,4-2,3% dengan mempertimbangkan
terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi
pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikanmenjadi sebesar 3,0%,
pertumbuhan.ekonomitahun 2020 diperkirakanmelambat mendekati.nol dengan
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Pcrekonomian Indonesia juga terkena dampak. negatif COVID-19yang
dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi dan berimplikasi terhadap
perlambatan pertumbuhan ekonominasional, penurunan penerimaannegara, dan
peningkatan belanja negara dan pemhiayaan Pendapatan dan konsumsi
masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat
(physi-'Ul distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat
terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan
terhentinya bebera.pa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak
akibat rendahnya aktivitas perdagangandi tingkat globalyangjuga menyebabkan
turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga
diperkirakanmenurun, seilingdengankemungkinanmeningkatnyanon performing
loan (NPL)dan volatilitas eli pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut
berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 %, dengan risiko menuju
negatifjika penanganan penyebaranpandemi Covid-19berlangsung Iebihlama.

PcnyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID-19)yang dinyatakan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada
sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,
menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban
jiwa, serta kerugian materia1yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada
aspek sosial, ekonomi,dan kesejahteraan masyarakat.

1.4.1. Kondisl Perekonomian Naslonal

1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerab

29. Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
PemerintahDaerahTahun 2020 (BeritaDaerah KabupatenGarut Tahun 2019
Nomor29).
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Prospekpelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19pada
tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran
pembangunan nasional diantaranya tingkat pengangguran terbuka dan tingkat
kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)menurun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi
tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekeIja yang menghadapi Pemutusan
Hubungan KeIja {PHK)dan dirumahkan. Tingginya pekeIja ter-PHK tersebut,
masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk
menciptakan kesempatan ke:rja berpotensi menambah pengangguran. Tingginya
jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TP1j pada
tahun 2020 diperkirakan mencapai 7,8--8,5 0/0. Angka kemiskinan diproyeksikan

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang
diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan
merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan,
farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi
dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk
memenuhi kebutuhan selama work from home. Sektor jasa kesehatan dan
informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11,2-
13,3%dan 8,3-11,2 %pada tahun 2020.

Perubahan RKPDKabupaten Garut Tahun 20201- 8

Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan
tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan
diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dati sisi
ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik
rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan work from home dan
pembebasan tarif istrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami
penurunan.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik
dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, gangguan pada rantai pasok
globalmenyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan
bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat
berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong
turunnya aktivitas produksi.

puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020. Dari sisi PDBlapangan usaha,
dampak ncgatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor
penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri
pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi
merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.
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Perkiraaa. Sesar8.D-BesaraDPollok

Pertumbuhan PDB (% yoy) 5,0 -0,4 -2,3 5,4-5,7 4,5-5,5
1--._-

Laju inflasi, IRK (% yoy): Akhir 2,6 3,0 i1,O 3,0 3,0 ± 1,0
Periode

r---.----
Neraca Pembayarau

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% (4,8) (9,7)-(5,7) 6,3 6,0-7,9
yoy)

r-----Cadangan Devisa (USD milar) 129,2 126,8 -128,1 133,2 131,8-132,4

- dalam bulan impor 7,3 9,4 -8,7 7,0 9,1-8,5

DefisitNeracaTransaksi Berjalan (2,7) (1,3)-(1,7) (2,3) (1,7)-(1,9)
(%PDB)

KeuaugauRepra

Penerimaan Perpajakan (% PDB)
-

9,8 8,7 10,1-10,7 8,3-8,6

Keseimbangan Primer (0/0 POB) (0,5) (3, I) 0,1-0,0 (1,2)-(2,1)

rs'urplus/Defisit APBN (0/0 POB) (2,2) (5,1) (1,6)-(1,7) (3,7)-(4,2)

Tabel 1.1
Sasaral1 Ekonomi Makro Naslol1a1Tahull 2020-2021

Secara rinci, sasaran ekonomimakro nasional Tahun 2020-2021 disajikan
pada tabel berikut :

Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju
keseimbangan baru (new nonna~, dimana proses tranformasi akan terjadi diempat
area: struktural dan digital, perilalru dan kehidupan masyarakat, pola rantai
pasok, serta tatanan internasional.

Dampak terhadap Lingkungan dari penyebaran Covid-19 diperkirakan
menyebabkan perubahan target penurunan emisi GRKdari 26,29%menjadi pada
kisaran 25,36-26,03 %pada pada tahun 2020. Disampingitu, perubahan tersebut
juga menyebabkan proyeksi baseline emisi GRK di tahun 2020 mengalami
penurunan, dari 1.918.819 ton C02 menjadi 1.829.783 ton C02.

dapat ditekan pada kisaran 9,7-10,2 % pada tahun 2020. Capaian rasio gini
diperkirakan bisa menyentuh kisaran angka 0,379-0,381 berada di bawah 0,002-
0,003 gi.ni poin di bawah target RKP2020 sebelumnya. IPMdiperkirakan akan
mencapai 72,11-72,16 lebih rendah dati sasaran yang ditetapkan dalam RKP
tahun 2020 sebesar 72,51. Neraca pembayaran Indonesia pada akhir tahun 2020,
diperkirakan akan mengalami defisit sebesar U8$2,4-1,1 millar. Cadangan devisa
Indonesia menurun menjadi US$126,8-128,1 millar.

.
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Pada triwulan I tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berdasarkan
besaran PDRBatas dasar harga berlaku mencapai Rp530,79 triliun dan atas dasar
harga konstan tahun 2010 mencapai Rp371,22 triliun. Hal ini berarti 2,73 persen
melambat dibanding capaian triwulan I tahun 2019 sebesar 5,39 persen (y-o-y).
Berdasarkan sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha
informasidan komunikasi sebesar 24,89persen. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh
komponen pengeluaran konsumsi pem.erintahyang tumbuh 4,33 persen.

PerckonomianJawa Barat berdasarkan besaran produk domestik regional
bruto (PDRB)atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp2.125,16 triliun
dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp1.491,71 triliun. Laju
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh 5,07 persen atau
melam.batapabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,66 persen (y-o-y).
Dati sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa real
estate sebesar 9,54 persen. Dati sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor
barang danjasayang tumbuh 6,97 persen. EkonomiJawa Barat triwulan IVtahun
2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45 persen bila dibandingkan triwuIan
sebelumnya (q-to-q).Sumber laju pertumbuhan (Source of Growth, SOG) secara
(y-o-y)dari sisi lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar
adalah lapangan usaha industri pengolahan yaitu eebesar 1,75 persen. Dari sisi
pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen
pengeluaran konsumsi rumah. tangga sebesar 2,94 persen.

1.4.2. Kondiai P.arekonomian Provirusi Jawa Barat

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2021

I I 'II '() , '11') I
, , 1'.,1,,1\ II ): ')

( 1111\r)l,L I :I',:~1/ ' I ,.....:", .11.'11,
,

I' , , I

Stok Utang~merintah (% PDB) 30,2 36,4 29,4-30,0 36,7-38,0

PeriDgkat Iadouesia pad. EODB
PeringkatIndonesia pada EODB 73 68 Menuju 40 Menuju40
Pertumbuhan Jnvestasi (PMTB)(%) 4,4 (2,B}-3,0 5,B -6,2 6,0 -7,1

~Realisasi investasi PMA dan PMDN 809,6 817,2 991,3 858,5
[Triliun Rp)

Target PembaDgwaan
).-,---

9,2 9,7-10,2 B,O·-8,5 9,2-9,7TingkatKearis~f/~
1--=--.
Tingkat Pen.gangguranTerbuka (%) 5,3 7,8-8,5 4,8-5,0 7,5·8,2

Rasio Gini (ni1ai) 0,380 0,379-0,381 0,375-0,379 0,377-0,379

~deks PembangunanManusia (!PM) 71,92 72,11-72,16 73,26 72,78-72,90
lnilail
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Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019
sebanyak 23,80 juta orang, naik 1,17 juta orang dibanding Agustus 2018. Pada
Agustus 2019, sebanyak 21,90 juta orang adalah penduduk bekerja sedangkan
sebanyak 1,90 juta orang menganggur. Dibanding tahun 2018 yang lalu, baik
penduduk bekerja maupun penganggur mengalami peningkatan. jumlah
penduduk bekerja bertambah 1,12 juta orang, sedangkan pengangguran

bert ambah sebanyak 53,26 ribu orang. TPAKpada Agustus 2019 tercatat sebesar

Laju inflasi dari tahun ke tahun "year on yeCJTf(Desember 2019 terhadap
Desember 2018) tercatat sebesar 3,21 persen. Nilai inflasi tahun 2019 berada
dibawah capaian inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Pada bulan Juni 2020 inflasi

"month to month" Provinsi Jawa Barat sebesar 0,32 persen, sementara inflasi tahun
kalender "year to date" (Januari - Juni 2020) sebesar 1,44 persen, dimana inflasi
tertinggi terjadi pada bulan .Januari sementara deflasi terjadi hanya pada bulan
Mei. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun "year on year' (Juni 2019 -Juni 2020)
tercatat sebesar 2,75 persen, dan kondisi ini lebih tinggi dari nasional sebesar
1,960/0. Faktor pendorong inflasi pada triwulan ini antara lain berasal dari
kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama subkelompok Makanan
dan subkelompok Rokok dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi
terbesar.

Survei Konsumen Bank Indonesia Juni 2020 mengindikasikan masyarakat

(konsumen) Jawa Barat mulai membaik optimismenya. Perekonomian sedikit lebih
rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik
menjadi 89,3 dati 77,5 di bulan Mei 2020. Namun demikian, optimisme terhadap
kondisi ekonomi saat ini perlu terus dibangun, mengingat Indeks Kondisi Ekonomi
saat ini (IKE)masih rendah, bahkan turon menjadi 39,9 dari 47,1 pada Mei 2020.

Pesimisme konsumen terindikasi di seluruh aspek, terutama terhadap
ketersediaan lapangan keIja. Sementara itu persepsi konsumen terhadap kondisi
ekonomi 6 bulan mendatang, meningkat optimismenya. Hal ini terlihat dari Indeks
Ekspektasi Konsumen (IEK)sebesar 138,8, lebih tinggi dibandingkan 107,5 pada
Mei 2020.

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I tahun
2020 lY-Q-Y), informasi dan komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi
yaitu sebesar 1,07 persen, diilruti industri pengolahan sebesar 0,70 persen;
konstruksi sebesar 0,43 persen; jasa pendidikan sebesar 0,27 persen; dan
transportasi dan pergudangan sebesar 0,24 persen. Penerapan sistem kerja work
from home (WFH) dan sistem belajar secara online yaitu learnin.gfrom home (LFH)
membuat lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh ekspansif.
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Konsumsi Pemerintah
(G)

Kondisi Maret 2020, Konsumsi RTmenurun:
• IKK*109,1 turun dari 118 pada Februari 2020
• IEK**124,2, turun dari 134,6 pada Februari 2020
• konsumsi listrik pada triwulan 12020 (Januari-

~. +_~F~e~b~~~ij~se~~~~~-2~9~,,~,05~o~~~W~·-~o~-~u_~--~

• TeIjadi penurunan karena realokasi dan refocusing
anggaran untukpenanggulangan COVID-19 sebesar
4,48 T, pendapatan terkoreksi 4 T dan Silpa
terkoreksi 2,6 T

• Penurunan realisasi belanja pemerintah, khususnya
belanja modal

I, Konsumsi Rumah Tangga
(C)

, 'Komponen.l'DRB 'l' I '"
. p' '1 .' . . . -Kortd isi Dampak Covid-19 .en ge uar~n I .

Tabell.2
Dampak COVID-19 pada Komponen PDRB Jawa Barat Tahun 2020

Pada awal tahun. 2020 terjadi pandemi COVID-19yang berdampak pada
sektor kesehatan dan sangat membatasi aktivitas ekonomi, sehingga berdampak
pada menurunnya capaian PDRBJawa Barat di triwulan I tahun 2020 dan
berpotensi masih terjadi di sisa tahun 2020. Dampak COVID-19pada komponen
PDRB.Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada periode Maret 2018 - September
2019 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi
jumlah maupun persentasenya. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada
September 2019 mencapai 3,38 jutajiwa (6,82 persen). Terjadi penurunanjumlah
penduduk miskin sekitar 23,27 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019. Jika
dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di
Jawa Barat mengalamipenurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 163,51ribu
jiwa.

Indeks gini mengalami fluktuasi pada periode Maret 2017 - September
2019. Pada Maret 2017mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,403 poin dan pada
September 2017 menurun menjadi 0,393 poin. Kemudian pada Maret 20]8
kembali mcngalami kenaikan menjadi 0,407 poin dan pada September 2018
menurun menjadi 0,405 poin. Pada Maret2019 inimengalami penurunan menjadi
0,402 poin dan menurun lagi pada September2019 menjadi 0,398 poin.

65,07 persen, meningkat 2,15 persen poin dibanding tahun 2018. Peningkatan
TPAKmemberikan indikasi adanya percepatan potensi ekonomi dari sisi pasokan
tenaga kerja yang juga meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada
Agustus 2018 sebesar 8,17 persen turun menjadi 7,99 persen padaAgustus 2019.

: 'PEl\ltRINV,H ~,~WP-'lTEN GARUr , .
" j I
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Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomidi Jawa Barat terns digalakan oleh
Pemerintah Provin.siJawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi

Pandemi COVID-19telah mengontraksi kinerja pembangunan ekonomi di
Jawa Barat, dampaknya sudah terasa pada berbagai sektor usaha. Kinerja pada
sektor-sektor tersebut mulai menurun pada akhir tahun 2019 sampai dengan
triwulan I tahun 2020. Namun demikian, dibalikmenurunnya kinerja pada sektor­
sektor tersebut teIjadi peningkatan pada sektor kimia dan farmasi dalam konteks
peruntukan industri kesehatan yang besar peranannya dalam upaya pemulihan
COVID-19.

Dampak dari pan.demi COVID-19 pada sektor industri memengaruhi
ketenagakerjaan (para pekeIjajburub). Berdasarkan data pada tanggal 15 Juni
2020 dad Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat diketahui terdapat sebanyak
1.970 perusahaan yang terdampak akibat COVID-I9,dengan total peketjajburuh
yang terdampak sebanyak 111.791 orang.

Dampak COVID-19juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Jawa
Barat. Pada sektor pariwisata, bulan Mei 2020 diantaranya terdapat penutupan
411 destinasi wisata dengan jumlah tenaga kerja terdampak 5.179 orang,
penutupan 1.076 botel dengan jumlah tenaga kerja terdampak 12.143 orang;.
Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Barat masih dalam tren
negatif pada bulan Meibanya 79 orang, turon -15,05%dari bulan April2020 (mtm)

dan -99,03% dari bulan Mei 2019 (yoy). Pada sektor UMKMmengalami
pertumbuhan kredit sebesar 10,34 persen (y-o-y) pada Februari 2020,
pertumbuhan terjadi pada kredit UMKM sektor industri pengolahan dan
konstruksi. Sanyak UMKMdi Jawa Barat yang merugi dan tutup disebabkan oleh
penyebaran COVID-19.

Ekspor - Impor
(E-Im)

• Triwulan I 2020, net ekspor Jawa Barat surplus
USD3,35miliar, Tetapi tumbuh negatif -1,08% (y-o­
y)

• Impor non migas Jawa Barat juga tercatat tumbuh
~ ~~ __ ~~~~n~e.=~~a~tif~-1~6.2~7O/o~-~o~-~u_ ~

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Ket: *IKKIndeks Keyakinan Konsumen; **IEKIndeks Ekspektasi Konsumen

• Investasi pada tahun 2020 diperkirakan menurun
akibat terganggunya confident investor

• Investasi PMA dan PMDN pada tahun 2020
diperkirakan menurun sebanyak 20%, dikarenakan
sebagian besar negara investor asing utam.a Jawa
Barat terdampak oleh COVID-19

Investasi
(I)

Korn porie n 'PDRB K 'd' . D k C vid 19, , . . on 1Sl anlpa 0 1
. ,', Pengeluaran' . .

. '. . ..
• 1 .. ,:' PE!\.lERINT.\H KABUP.'HE~ (,·\RUT -..D:.t'

. S<_-_,~



Peru bah an RKPDKabupaten Carut Tahun 20201-14

Tabel1.3
Proyebi Indikator Pembangunan Jawa Barat TahU1l 2020

Kondisi-kondisitersebut mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan dalam RKPD
Tahun 2020,yangdituangkan dalam Perubahan RKPDTahun 2020 sebagaibentuk
penyesuaian terhadap hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2020. Berikut
proyeksi indikator makro Provinsi Jawa Barat Tabun 2020 yang menjadi dasar
perubahan target dalam Perubahan RKPD2020.

Analisis outlook ekonomi UNPADtersebut juga memproyeksikan sektor
pariwisata, manufaktur dan industri akan terkena imbas yang parah. Analisis ini
juga menyimpulkan bahwa sektor pertanian akan terkena dampak paling keci1
dibandingkan sektor lain. Ketahanan sektor pertanian juga dikonfirmasi oleh
proyeksi dari EIU untuk perekonomian Indonesia edisi bulan April lalu EIU
merevisipertumbuhan sektor manufaktur sebesar 3,0 persen menjadi -1,5 persen
(terkoreksi -1,5 persen) dan sektor jasa. sebesar 7,2 persen menjadi 2,4 persen
(terkoreksi -4,8 persen], pertumbuhan sektor pertanian. hanya direvisi dari 4,1
persen menjadi 3,2 persen (-0,9persen) akibat dampak dari COVID-19.

Kondisiperekonomianglobal,kondisi perekonomian nasional dan kondisi
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Jawa Barat menyebabkan penyesuaian
proyeksiindikator ekonomi.JawaBarat tahun 2020. Pada analisis outlookekonomi
yang dilakukan UNPAD,pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan dapat turon
lebih dalam dati nasional mcnjadi antara -2,1 persen (skenario pesimis) dan 0,6
persen (skenario optimis). Sebagai dampaknya, berbagai agenda pembangunan
seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPMakan mengalamigangguan
serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8 persen di tahun 2019
menjadi 12persen dalam skenario terparah.

KondisiperekonomianJawa Barat kedepan tidak.terlepas dari tantangan
yang dihadapi akibat dari COVID-19yaitu penanganan dampak pada sektor
ketenagaketjaan. Sektoryangmenyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM,dan
pariwisata yang tidak dapat berusaha menghasilkan efek domino bagi kondisi
ketenagakerjaan di Jawa 8arat. Hal ini dapat terlihat dengan semakin
meningkatnya angka pengangguran yang dikhawatirkan akan menambah jumlah
penduduk miskin di Jawa Barat jika tidak ditangani dengan tepat.

yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan
dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud
dari implementasi "new normal' atau adaptasi kebiasaan barn {AKB}.

, . .
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, , .
No ' In d ikaror 2020,

. , . , I 1

I
71,5-71,91 Indeks pembangunan Manusia (JPM)(Poin)

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(%I -2,10-2,30

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPI') (%I 12,00-10,70

Tabell.4
Penyesuaian Proyekal Indlkator Pembangunan Jawa Barat

Tahun 2020

Berdasarkan asumsi tersebut, maka skenario yang diambil untuk proyeksi
indikator makro pembangunan Jawa Barat disajikan pada tabell.4.

Sumber ; Rancangan Pe.rubahan RKPDProvirisi.Jawa Barat Tahun 2020
- HasilAnalisiaOutlook EkonomiUNPAD,2020;
- RPJMDProvinsiJawa Barat Tahun 2018-2023;
- Hasil KajianBappeda Jabar, 2020;
- Tahun 2020 hasil keaepakatan Rakortek Perencanann Pembangunan Tahun 2020 WilayahII;
- Kajian Smeru Tahun, 2020; dan
- Analiais 8appedaJabar, 2020.

, I I' • , , Target Ca pollan " Skcnario 2020
Fn d Ikator' R,ealisasi RKPD ' I . •, No .' I,' " 2019

2020
~ ": I 2020 TW I Pe si m is Mod or at Opt im is

1 ' , ' ' ' I i" , , ,

1 I Indeka pembangunan 72,03 71,91- 72,03 71,5 71,7 71,9-;-i Manusia (IPM) (Poin) 72,52.....
Laju Pertumbuhan 5,07 5,5- 5,9 -5,98 -2,1 1,4 2,3Ekonomi(LPE)(%)

3
Tingkat Pengangguran 7,99 7,9-7,7 7,69 12 11,4 10,7Terbuka (TPT) (%)

4 Inflasi (%) 3,21 2,50-3,50 3,21 4 2,35 2

5
Persentase Penduduk 6,82 6,07-6,31 7,88

7,2 7 6,8Miskin (%)

6 -+lndeks Gini 1"""1
0,397 0,37-0,38 0,403 0,40 - 0,38 - 0,4

0,37 -
0,42 0,38

r-.--- -
7 Laju Pertumbuhan 1,3 1,50 1,32

1,29 1,32 1,34Penduduk (LPP)(%)

8 lndeks Williamson
0,665 0,664 0,665

0,664 0,664 0,664

9 -Jumlah Penduduk 3,37 3,50 3,37
3,6 3,5 3,4Miskin (Juta Orang)

10 PDRBper kapita ADHK 30,24 30,29 30,24
29,83 30,29 30,69puta Rupiah)

11 PORBper kapita ADHB 43,09 43,59 43,09
43,24 43,59 43,94(Juta Rupiah)

Pengeluaran per kapita 11.152 11.609,33 11.152
12 Ribu 11.209,33 11.609,33 12.009,33

(Rupiah/Orang/Tahun)

',,' ", ..
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Prospckpelambatan pertumbuhan ekonomiakibat pandemiCovid-19 pada
tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran
indikator makro pembangunan daerah. IPMdiperkirakan akan mencapai 66,41-
66,46 poin, lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPDtahun 2020
sebesar 68,09 poin. Persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 9,48-
9,98 % pada tahun 2020 lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD
tahun 2020 sebesar 8,530/0.Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020
diperkirakan akan mengakibatkan tingginya potensi pekerja yang menghadapi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)dan dirumahkan. TingginyapekeIja ter- PHK
tersebut, masuknya angkatan kerjabaru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi
untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran.

Memperhatikankondisi dan dinamika perekonomianglobal, nasional dan
:regional,maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut juga
diperkirakan juga terkena dampak pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan
ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,19°/0,
diproyeksikan tumbuh lebih rendah menjadi -0,17-2,09% dengan
mempertimbangkan asumsi teIjadinya penurunan dan perlambatan pada hampir
sebagian besar komponen PDRB.Dari sisi PDBlapangan usaha, dampak negatif
Covid-19dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektorpenyediaanakomodasi
dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan,
transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yangmerasakan
dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

1.4.3. Kondi.i Pe.rekODomian Kabupaten Gazut

Sumbet: Rancangan PeI.-ubahanRKPDProvinsi Jawa Barat Tahun 2020

" , , I
No ' , In d iknt or i 2020.

" , II

4 Inflasi (%) 4,00-2,00

5 Persentaae Penduduk Miskin (%) 7,20-6.80

6 Indeks Gini (Poin) O,4~O,38

~ Laju Perturnbuhan Penduduk [LPPI[%I 1,29-1,34

lndeks Williamson 0,664
---- 3,60-3,40'9 Jumlah Penduduk Miskin (Juts. Orang)

10 PDRE per kapita ADHK(Juts. Rupiah)
29,83-30,69

11 PORB per kapita ADHB (Juts. Rupiah) 43,24-43,94

12 Pengeluaran per kapita Ribu (Rupiah/Orang/Tahun) 11.209.33 - 12.009,33

.: PEMERINTAH ".l,8UP:l.TEN GARUT ' ' ,
, . ' ,
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Perubahan RKPDTahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

P0ndahuluan
Memuat maksud Perubahan RKPDTahun 2020, tujuan Perubahan RKPD
'rabun 2020, dasar Perubahan RKPD Tahun 2020, perubahan kerangka
ekonomi daerah, dan sistematika penulisan.

Bab I

1.5. Sfstematika Penulisan

Antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang
perlu dipersiapkan berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur
perekonomian, baik global maupun domestik, antara lain (1) perubahan bentuk
rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas
investasi; (3)perubahan tata keIja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan
(4)percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi adalah ketidakpastian
penyelesaian dan dampak wabab Covid-19, baik di tingkat global maupun
domestik yang berpotensi akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar
aktivitas ekonomi. Jika wabah Covid-19 tidak dapat ditangani pada tahun 2020,
maka proses pemulihan ekonomi pad a tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan
berpotensi terburuk membentuk pola huruf L (tidak pulih). Namun jika wabah
Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang
tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh lebih tinggi dari tahun 2020.

Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,78-10,48% lebih tinggi dari
sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 6,53°/0. Pada tahun
2020, capaian rasio gini diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak
penyebaran wabah Covid-19 pada kisaran angka 0,359-0,361 berada di atas target
RKPD Tahun 2020 sebesar 0,35 poin. Inflasi masih dihadapkan pada risiko
peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya PSBB di beberapa daerah
episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan
kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga
pangan bergejolak (volatile food) maupun pemenuhan kebutuhan akan bahan dan
alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19.
Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga sebesar 1,12-3,12% atau
masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%.
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Bab VI Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan
perubahan RKPDTahun 2020.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat program dan kegiatan tahun 2020, baik yang mengalami
perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci
disajikan kegiatan tabun 2020 yangmengalami pergeseran kegiatan antar
Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan barn,
penambahan atau pengurangan target kineIja, pagu indikatif, lokasi,
kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami
peruballan

Bab IV Sasaran clan Prioritu Pembangunan Daerah
Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dan Pem.enuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah.

Bab II Evaluasi Hun RKPD Sampat Dengan Trlwulan II Tahun 2020

Memuat evaluasi hasil pclaksanaan program RPJMDTahun 2019-2024,
dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPDTahun 2020.

PEf\IERINT.1,,; f,~::"'?·HlN G,\IHJT ' ' . .
I'.' • .' 'I I
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2.1.1. RealiAsi Angaran Program RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran
tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk
melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi
RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Garut s.d.
Triwulan IITahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.1. Evalua.! Basil Pelak.anaan Program RPJMDTahun 2019-2024

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada
prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya scrap
anggaran. Evaluasi. hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah dengan format sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor
86 Tahun 2017. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPJMDdan RKPD,maka
ha.sil cvaluasi Renja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dianalisis dan
diolah. Gambaran yang diinformasikan dalam laporan evaluasi hasil ini adalah
pagu dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, pagu dan
realisasi RKPDTriwulan II Tahun 2020, serta rata-rata capaian RPJMDsampai
dengan Triwulan II Tahun 2020 (tahun pertama pelaksanaan RPJMD)dan rata­
rata capaian RKPDpada Semester I Tahun 2020.

Konsistensi. RKPDdan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi
anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPDtidak menjadi
capaian RKPD. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi
programZkegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi
anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi
dokumen anggaran, Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat
persandingan antara realisasi anggaran RKPDdan APBD.

Sesuai dengan format RKPDyang disusun berdasarkan bidang urusan,
maka hasil evaluasi juga diuraikan menurut bidang urusan. Selengkapnya basil
evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten
Garut Tahun 2020 dapat dilihat pada uraian berikut :

BAB II

EVALUAS! BASIL RKPD SAMPAJ TRIWULAN II TAHUN 2020
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1 :a 3 4 5

1. URUSANWAJtB PELAYANAN 8.036.680.000.000 5% 365.427.785.217DASAR
1.0L PE~DlDlKAN 345.763.000.000 51% 175.664.691.839

1.02. IO:SEHATAN 2.316.540.000.000 7% 156.123.131.063

DAN 1% 20.964.901.3891.03. 3.009.442.000.000

1.04. DAN 2.026.803.000.000 0"/0 1.859.213.046

1.05. 230.952.000.000 3% 6.290.568.815

1.06. 107.180.000.000 4% 4.525.279.065

2. WAJIB NONPItLAYANAN 2.106.938.000.000 2,31% 48.666.411.533

2.0L TENAGA KERJA 34.122.000.000 5% 1.702.940.848

2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11.400.000.000 4% 419.654.250DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03. PAI'./GAN 85.140.000.000 2% 2.114.851.370

2.04. PERrANAHAN 3.111.000.000 l~o 15.580.000

2.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.015.160.000.000 1% 8.910.792.666

2.06. 87.976.000.000 7% 5.841.598.337

2.07. 63.073.000.000 3% 2.206.450.660

2.08. 81.757.000.000 7% 5.982.137.302

2.09. 60.034.000.000 20% 11.877.008.797

2.10. 73.652.000.000 2% 1.757.789.442

2.1L USAHA KECIL 69.621.000.000 2% 1.358.574.520

2.12. PENANAMAN MODAL 33.494.000.000 3% 984.785.978

2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 424.800.000.000 1% 3.918.244.145

2.14. STATISTIK 3.371.000.000 0"/0 4.390.000

2.15. PERSANDlAN 6.250.000.000 1% 44.070.000

2.16. KEBUDAYAAN 29.102.000.000 2')/0 497.386.060

2.17. PERPUSTAKAAN 15.415.000.000 6% 935.803.158 .

2.18. KEARSIPAN 9.460.000.000 1% 94.354.000

3. URUSANPILlMAN 1.166.927.000.000 0,97% 11.316.840.974

3.01. KELAlJI'AN DAN PERlKANAN 80.190.000.000 1% 662.527.876

3.02. PARIWISATA 56.920.000.000 2% 1.222.459.622

3.03. PERTANIAN 405.616.000.000 1% 5.793.579.037

Realisasi Kinerja
. (Ian Anggaran
RPJMIjl sId Tabun

. 2020 .

Target RPJMD 'pada
. . . Tabun ,2024. .
. '. '

Tabe12.1
Pcrbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2020

..Pi:'~~~lfiJ'r.AHk;BUP~HN' GARVT.·: '.' '.': .' • . .' ....
~"""'" .'. ..' ,. ,
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Tabel diatas menggambarkan jumlah pagu anggaran RPJMD selama

periode RPJMD (5 tahun), tetapi hanya bagi program yang sudah dilaksanakan

pada tahun 2020. Sampai Triwulan II Tahun 2020, rata-rata realisasi anggaran

RPJMD (realisasi pelaksanaan RKPD s.d. Triwulan IITahun 2020) adalah 3,610/0.

Realisasi tersebut merupakan persentase pagu indikatif program RPJMD selama

5 tahun yang telah dilaksanakan melalui kegiatan dalam RKPD dan sangat

dipengaruhi oleh valid-nya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD.

Realisasi juga dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan RKPDdianggarkan dalam

APBD.

2 3 4 5

3.05. SUMBERDAYA 826.000.000 1% 9.915.900

3.06. PERDAGANGAN 585.726.000.000 0% 2.657.117.086

3.07. PEFINDUSTRIAN 36.749.000.000 3% 930.272.953

3.08. TRANSMIGRASI 900.000.000 4,55% 40.968.500

4. PENUNJANGURUSAN 614.732.000.000 3,26% 2O.05C.030.653

4.01. PEMBINMN DAN PENGAWASAN 104.166.000.000 4% 3.803.204.815

4.02. PERENCANAAN 65.078.000.000 4% 2.493.523.252

4.03. KEUANGAN 268.649.000.000 2% 6.529.599.361

4.04. KEPEGAWAlAN 104.461.000.000 4% 3.673.190.133

4.06. PENEUTAN DAN PENGEMBANGAN 1.822.000.000 18% 329.932.500

4.07. PENANGGULANGAN BENCANA 70.556.000.000 5% 3.220.580.592

5. PENDUKUNG 353.126.000.000 4,94% 17.457.473.578

5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH 171.587.000.000 6% 10.683.103.769

5.02. PENDUKUNG DPRD 181.539.000.000 4% 6.774.369.800

6. URUSANPEMERINTAHAAN 46.162.000.000 3,13% 1.442.973.996UMUM

6.0l. KESATUAN BANGSA DAN POLlTIK 46.162.000.000 3% 1.442.973.996DALAM NEGERl
7. KEWILAYAHAN 946.206.450.000 1,61% 15.213.682.115

7.0l. PEMERlJl.'TAHAN 946.206.450.000 2% 15.213.682.115

Grand Total 13.270.771.450.000 3,61% 479.575.198.066

Surnber : RP,JMDTahun 2019-2024 dan pengolahan data LRAAPBD 2020

Realisasi Kinerja
dan Anggaran

RPJMD sId Tahun
. '2020 .

Target RPJ~lI)'paqa
Tahun 2024· '

. "

't '. ',' • -,", , ." .' • " ",.,.
" J ,I , ' •••• ',",

'. ': ..' ". . ."Nhma Urus~n . " .

,'':~<'''''.. :' '.': " ,.,: .':.'.'. " '.
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1 2 3

1. URUSANWAJlB PELAYANAN DASAR S% S%

1.01. PENDlDIKAN 51% 51%

1.02. KESE;HATAN 7% 7%-
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO 1% 1%

1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0% 0%

1_05. ¥..ETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN 3% 3%MASYARAKAT
1.06. SOSIAL 4% 4%

2. URUSANWAJlB NONPELAYANAN DASAR 2,31% 2,31%

2.0l. TENAGA KERJA 5% 5%

2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4% 4%--
2.03. PANGAN 2% 2%

2.04. PERTANAHAN 1% 1%

2.05_ LINGKUNOAN HlDUP 1% 1%

2.06. ADMIN1STRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7% 7%

2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3% 3%_
2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAl.JKELUARGA BERENCANA 7% 7%

2.09. PERHUBUNGAN 20% 20%

2_10_ KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA 2% 2%

2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2% 2%

2.12. PI!:NANAMAN MODAL 3% 3%

2_13_ KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1% 1%_.
2.14. STATISTIK 0% 0%

2.15. PERSANDIAN 1% 1%

2.16. KEBUDAYAAN 2% 2%

2_17_ PERPlJSTAKAAN 6% 6%

. Rcalisasi
.An aran 1%)•Kindrja ("!o) .

Rata-rata Tingkat Capalan
RPJMD sId Tahun 202Q ('!\,)

Tabe12.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2020

Capaian RPJMDmerupakan hasil pelaksanaan RKPDsetiap tahun. Hasil
evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan
supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.
Berdasarkan data hasil evaluasi RKPDTahun 2020, diperoleh rata-rata tingkat
capaian RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2020 adalah 3,61% untuk target kinerja
dan 3,61% untuk target anggaran.

2.1.2. Tingltat Capaian Kinerja Program RPJMD
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Realisasi anggaran program RKPD merupakan akumulasi realisasi
anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam RKPD.Hasil evaluasi ini digunakan

sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan
bahwa target dan anggaran RKPDdilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi RPJMD.Realisasi anggaran RKPDTahun 2020 sampai Triwulan II adalah
sebagai berikut:

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPDTahun 2020

2.2.1. Realisas! Anggaran Program RKPD

Sumber : RPJMDTahun 2019-2024 dan pengolahan data LRAAPBD2020

2 3

2.18. KEARSIPAN 1,00% 1,00%

3. URtTSAN PILlMAN 1% 1%

3.0l. KELAUTAN DAN PERlKANAN 1% 1%

3.02. PARIWISATA 2% 2%

3.03. PERrANIAN 1% 1%

3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1% 1%

3.06. PERDAGANGAN 0% 0,45%

3.07. PERINDUSTRIAN 2,53% 2,53%

3.08. TRANSMIGRASI 5% 5%

4. PENUNJAl'fG URUSAN 3% 3%

4.0l. FEMBINAAN DAN PENGAWASAN 4% 4%

4.02. PERENCANAAN 4% 4%

4.03. KEUANGAN 2% 2%

4.04. Kl<~PEGAWAIAN 4% 4%

4.06. PENgLITAN DAN PENGEMBANGAN 18,11% 18,11%

4.07. PENANGGULANGA~ BENCANA 5% 5%

S. PENDUKUNG S% 8%

5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH 6,23% 6,23%

5.02. PENDUKUNG DPRD 4% 4%

6. URUSAN PEMERINTAHAAN UMUM 3,J.3% 3,13%

6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3% 3%

7. KEWILAYAHAN 1,61% 1,61%

7.01. PEMERINTAHAN 1,61% 1,61%

Grand Total 3,61% 3,61%

Rata-rata Tirigkat Capaian
RPJMD sId Tahun 20201%'

. Realisasi
I\n arsm p;;,

(:.:":" '. -;: .. ,: ':.' .. ' ':. .... ."".
.: :,\. " : ',t:J~~~ UrUS3? . " , , .
1:,:,,'1':' ',,',' . .': .",,' I '. . I
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1 2 3 4 5

1. URUSAN WAJI8 PELAYANAN DASAR 3.482.400.488.663 10% 3615.427.7815.217

1.01. PENDlDlKAN 489.333.577.158 36% 175.664.691.839

1.02. 666.166.951.586 23% 156.123.131.063

1.03. 1.910.728.966.199 1% 20.964.901.389

1.04. AT DAN Y..AWASAN 346.550.8::9.520 1% 1.859.213.046

LOS. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, 40.865.761.400 15% 6.290.568.815
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.06. SOSIAL 28.753.362.800 16% 4.525.279.065

2. URUSAN 660.187.1569.153 7,37"-'> 048.666.411.1533DASAR
2.01. TENAGA KERJA 6.409.083.000 27% 1.702.940.848

DAN2.02. 3.187.984.700 13% 419.654.250

2.03. PANGAN 21.024.629.560 10% 2.114.851.370

2.04. PERTANAHAN 509.617.400 3% 15.580.000

2.05. L!NGKl1NGAN HIDUP 393.670.484.800 2% 8.910.792.666

2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 16.886.991.300 35% 5.841.598.337PENCATATAN SIPIL

2.07. AAN MASYARAKAT DAN 19.901.874.001) 11% 2.206.450.660

2.08. 11.565.078.800 52% 5.982.137.302

2.09. PERHUBUNGAN 27.606.628.000 43% 11.877 .008. 797

2.10. KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA 18.580.915.975 9% 1.757.789.442

2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL 18.591.586.700 7% 1.358.574.520MENENGAH
2.12. PEl'iANAMAN MODAL 5.11'.'.123.968 19% 984.785.978

2.13. KEPEMUDMN DAN OLAH RAGA 101.046.555.250 4% 3.918.244.145

2.14. STA'!'ISTIK 517.530.000 1% 4.390.000

2.15. PERSANDIAN 1.530.000.000 3% 44.070.000

2.16. KEBUDAYMN 8.155.000.000 6% 497.386.060

2.17. PERPUSTAKAAN 4.921.485.700 19% 935.803.158

2.18. KEARS[PAN 905.000.000 10% 94.354.000

3. URUSAN PILIHAN 309.853.638.800 3,615% 11.316.840.974

3.01. KELAL'TAN DAN PERIKANAN 39.118.520.000 2% 662.527.876

3.02. PARIWISATA 34.930.740.700 3% 1.222.459.622

3.03. PERTANIAN 119.384.504.000 5% 5.793.579.037

3.05. ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL 135.350.000 7% 9.915.900

Realisa'si Anggaran
RKPD yang

Dievaluasi (2020)

.'.; ..'.....' .. ". : I·.·.. '. Target Khi.erja dan
,.. ': "::". :." ,'. ",' . Anggaran R,KPD..
. .::.. ,:.; • -. :Nama 'Urusan . .' .. ,: .' Tahun berjalan .
.'','·.~I::'rl'• .". . . . .' ., . I I . ,I. yangdievaluast .
. ':';': .:' ••• ' •• ' I. . j20201.

Tabe12.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran

RKPDKabupaten Garut Tahun 2020
Sampai Trlwulan II Tahun 2020

'·PEK1'~R.J~:rAH·K·A·~UP.~TEN.cARL:r· ". .'. . . .' .~ .. : '. .. .,
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Berdasarkan data pada Lampiran KesimpulanHasil RKPDTahun 2020,

Tingkatcapaian RKPDdiperolehdari rata-rata realisasi target kinerja dan
anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata -rata realisasi
target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

2.2.2. Tingleat Capaian Kinerja Program RKPD

Berdasarkan tabel di atas, diperolehinformasi bahwa realisasi anggaran
RKPDpada Triwulan II Tahun 2020 berdasarkan bidang urusan pemerintahan
adalah 9,83%. Realisasi RKPDsangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan
antara RKPDdengan APBD.Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan
APEDnamun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD,maka realisasi kegiatan
tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

1 2 3 4 5

3.06. PERDAGANGAN 103.816.100.000 3% 2.657.117.086

3.07. PERINDUSTRlAN 12.293.424.100 8% 930.272.953

3.08. TRANSMIGRASI 175.000.000 23,41% 40.968.500

4. PENUNJANG URUSAN 135.575.918.~66 14,79% 20.050.030.653

4.0l. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 22.987.188.690 17% 3.803.204.815

4.02. PERENCANAAN 10.642.000.000 23% 2.493.523.252

4.03. KEVANGAN 59.634.628.221 11% 6.529.599.361

4.04. KEPEGAWAlAN 24.427.794.655 15% 3.673.190.133

4.06. PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 1.150.000.000 29% 329.932.500

4.07. PENANGGULANGAN BENCANA 16.734.307.000 19% 3.220.580.592

5. PP;NDUKUNG 74.847.510.145 23,32% 17.457.473.1578

5.0l. PENDVKUNG KDH DAN WKDH 43.476.960.352 25% 10.683.103.769

5.02. PENDUKUNG DPRD 31.370.549.793 22% 6.774.369.809

6. URUSAN PEMERINTAHAAN UMUM 7.535.864.000 19,15% 1.442.973.996

6.0l. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.535.864.000 19% 1.442.973.996DAIAM NEGERI
7. KEWILAYAHAN 210.375.260.808 7,23% 15.213.682.115

7.01. PEMERINTAHAN 210.375.260.808 7% 15.213.682.115

Grand Total 4.880.776.220.135 9,83% 479.575.198.066

Surnber: PJ{PDTahun 2020 dan pengolahan data LRAAPBD2020

. .
Realisasi Anggaran
. RKPO.yang
O'ievaluasi 120201

Target Kin,crja dan
,i\nggaran RKPO'
. Tabun berjalan' .
. yang dievaluaal

. 2020 .'

• .' ~ • • '. o. • o. •• 0 • ' •

. ,:. -::.' I·' .: .. ' .' • '.' .,' .' •PEMERINTAHI(ABUPATENGARUT.....: .. :- ..:.....' '. '. . .. . . ..,.' ~



Perubahan RKPDKabupaten Garut Tahun 2020II - 8

1 2 3

1. lTRUSANWAJIB PELAYANAN DASAR 100/0 10%

1.01. PENDIDlKAN 36% 36%

1.02, KESEHATAN 23% 23%

1.03, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1% 1%

1.04, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKlMAN 1% 1%

1.05, ENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN 15% 15%ARAKAT
1.06, SOSIAL 16% 16%

2, URUSANWAJIB BOIl PELAYANAN DASAR 7,37% 7,370/0

2,01. Ti!:NAGA KERJA 27% 27%

2,02, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13% 13%

2,03, PANGAN 10% 10%

2.04. PERTANAHAN 3% 3%

2.05. L1NGKUNGAN HIDUP 2% 2%

2.06, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 35% 35%

2.07, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11% 11%

2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 52% 52%

2.09. PERHUBUNGAN 43% 43%

2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9% 9%

2.11. KOPERASi DAN USAHA KECIL MENENGAH 7% 7%

2.12. PENANAMAN MODAL 190/0 19%

2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4% 4%

2.14. STATIST:K 1% 1%

2.15. PERSANDlAN 3% 3%

2.16. KEBUDP.YAAN 6% 6%

2.17. PERPlJS1'AKAAN 19% 19%

2.18. KEARSIPAN 10% 10%

3. URUSANPILIHAN 3,63% 3,6S%

3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2% 2%

Realisasi
An aran (%

'..',j: I,; (: ' :'.. , '. ,: ':',:, ' ''. . ~": ' . ' ,'. "
.: ',',;'" '" .' ." !'l,<lm~.'U~usan: '. ' .
, ~"::.I:.,:~'I,'. . ~: . I, .. . . ' ...., ., . "'.

". Rata-rata Tingkat Capaian .
RKPD .Tahun 2'020 (%J

Tabe12.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program

RKPDKabupaten Garut Tahun 2020

capaian rata-rata RKPDKabupaten Garut pada Triwulan11Tahun 2020 adalah
9,83% untuk target kinerja, dan 9,83% untuk target anggaran. Apabila dilihat
berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD

dimaksud adalah:

".: ;., I '. ': '. • • .., • •• i •

i1 rot:;. ,~~JI:'I.E~~~,!AH'KA~,!R"-~ T.Et'J ~ARU~:. '. .', '. . ,
~
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.::t:O•I, • 0 '. • \.' • 0' Realisasi·Anggaran . Realisasi AnggaranI .'.~I ~0 ',',) I. • 00 0"

.. j 0 i i' '. 1 .; 10 Nama Urusan' RKP? yang Dievaluasf .' .APBD yang.;:~:<.;: : .:' . . '0 "".' ~ ., (2020) I , Dievalua;;i (2020) •
1 2 3 4-

1. UR-US.ANWAJIB PELAYANANDASAR 365.427.785.217 365.427.785.217

1.01. PENDIDIKAN 175.664.691.-'339 175.664.691.839

L02. KESEHATAN 156.123.131.063 156.123.131.063

1.03. PEKERJAANUMUM DAN PENATAANRUANG 20.964.901.389 20.964.901.389

II

Tabel dibawah ini menunj ukkan perbandingan antara realisasi RKPD

dengan realisasi APBDpada Triwulan II Tahun 2020.

Tabe12.5
Perbandingan Realisasi Anggaran Program

RKPD dan APBDKabupaten Garut Tahun 2020

2.2.3. Realisasi Anggaran RKPD dan APBD

Sumber: RKPDTahun 2020 dan pengolahan data LRAAPEDTA.2020

1 2 3

3.02. PARlWISATA 3% 3%

3.03. PERTANIAN 5% 5%

3.05. ENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL 7% 7%

3.06. PERDAGANGAN 3% 3%

3.07. ?ERINDUSTRIAN 8% 8%

3.08. TRANSMIGRASI 23,41% 23,41%

4. PENUNJANGURUSAN 14,79% 14,79%

4.01. PEMBINAANDAN PENGAWASAN 17% 17%

4.02. PERENCANAAN 23% 23%

4.03. KEUANGAN 11% 11%

4.04. KEPEGAWAlAN 15% 15%

4.06. PENELITANDAN PENGEMBANGAN 29% 29%

4.07. PENANGGULANGANBENCANA 19% 19%

5. PENDUKUNG 23,32% 23,32%

5.01. PENDUKUNGKDH DANWKDH 25% 25%

5.02. PENDUKUNGDPRD 22% 22%

6. URUSANPEMERINTAHAAN UMUM 19,15% 19,15%

6.01. KESATUANBANGSADAN POLITIKDALAMNEGERI 19% 19%

7. KEW'ILAYAHAN 7,23% 7,23%

7.01. PEMERINTAHAN 7% 7%

Grand Total 9,83% 9,83%

" Kinerja (%) . Realisasi
An aran (Ok)

. Rata-rata 'I'IngkarCapaian .
RKPD Tahun 2020 (%)

",1" ••••• .' ,." ", :.;. '.' • ' ......:.j..... ,'. .', ". : '. '".' " .
: ',. ' '..' ,'. " . .' Nama ~rusan . . . .
~.".~.:i •~,' ' ,.... ." .: ....~ : '. , " ' • •

,,' .' "111" • ,.' ,. I •••• • •

. '. .. :'.:: 0: ,.... .: . .. " .'. '. PEMERINTAH KABUPATE('JGARUT
... :: " .' '. ". . . ~
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.' :>:ol~:'I,I•. '. ',' ,',. ....': ' ..... '. Realisasi Anggaran Realisasi Anggara.n
. :' ~:~<" . . . :Nama Uru~an .' .• . RKPo. yang Dievaluasi AP~D yang
. I .~'.;. ',' • I ", •• :,. • " ••• • I (20~0) . Dievaluasi (2020)

1 2 3 4

1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.859.213.046 1.859.213.046
PERMUKIMAN

1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN 6.290.568.815 6.290.568.815PELlI'IDUNGAN MASYARAKAT
1.06. S081AL 4.525.279.065 4.525.279.065

2. URTJSANWAJIB NON PELAYANAN DASAR 46.362.395.211 48.666.411.533-
2.01. TENAGA KERJA 1.702.940.848 1.702.940.848

2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 419.654.250 419.654.250PERLINDUNGAN ANAK-
2.03. PANGAN 2.114.851.370 2.114.851.370

2.04. PERTANAHAN 15.580.000 15.580.000

2.05. L1NGKUNGAN HIDU? 8.910.'792.666 8.910.792.666

2.06. ADME~I;3TRASI KEPENDUDUKAN DAN 5.841.598.337 5.841.598.337PENCATATAN SIPIL
2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.206.450.660 2.206.450.660

2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 5.982.137.302 5.982.137.302BERENCANA
2.09. PERHUBUNGAN 11.877.008.797 11.877.008.797

2.10. KOMUNlKASI DAN INFORMATIY..A 1.757.789.442 1.757.789.442

2.11. KOPERASI DAN U8AHA KECIL MENENGAH 1.358.574.520 1.358.574.520

2.12. FENANAMAN MODAL 984.785.978 984.785.978

2.13. KEP/<';MUDAANDAN OLAH RAGA 1.514.227.823 3.918.244.145

2.14. S'TATISTIK 4.390.000 4.390.000

2.15. PERSANDIAN 44.070.000 44.070.000

2.16. KEBUDAYAAN 497.386.060 497.386.060

2.17. PERPUSTAKAAN 935.803.158 935.803.158-
2.18. KEARSJPAN 94.354.000 94.354.000

3. URUSAN PILIHAN 11.316.840.974 11.316.840.974

3.01. KEIAUTAN DAN PERIKANAN 662.527.876 662.527.876

3.02. PARIWISATA 1.222.459.622 1.222 .459.622

3.03. PERTANIAN 5.793.579.037 5.793.579.037

3.05. ENERGJ DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.915.900 9.915.900

3.06. PERDAGANGAN 2.657.117.086 2.657.117.086

3.07. PERlNDUSTRIAN 930.272.953 930.272.953

3.08. TRANSMIGRASI 40.968.500 40.968.500

4. PENUNJANG URUSAN 20.050.030.653 20.050.030.653

4.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 3.803.204.815 3.803.204.815

4.02. PERENCANAAN 2.493.523.252 2.493.523.252

4.03. KEUANGAN 6.529.599.361 6.529.599.361

4.04. KEPEGAWAIAN 3.673.190.133 3.673.190.133

4:06. PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 329.932.500 329.932.500--

II
.' " -, ,".' , • • • ,'. • • i •

. PEMEI\INTo~H KABIjP~HN GAR(.JT • . . .
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Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 8 (delapan)prioritas
pembangunan tahun 2020 tersebut, dapat dijelaskan meIalui pencapaian
programyang disajikan pada tabel berikut:

RKPDTahun 2020 mengacu pada RPJMDTahun 2019-2024, dengan 8
(delapan)Prioritas pembangunan adalah :
1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong,

Ketentraman dan Ketertibanserta Politikdan Demokrasi;
3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan

gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayahsecara merata;
5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan,

pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6} Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelolapemerintahan;
8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian terdahulu, diperoleh informasi bahwa terdapat
kegiatan yang ada dalam RKPDtetapi tidak ada dalam APBD.Hal tersebut
menyebabkan perbedaan antara realisasi dokumen rencana dengan realisasi
dokumen anggaran. ReaJisasianggaran RKPDdengan reaJisasiAPBDmengalami
perbedaan karena adanya realisasi anggaran suatu kegiatan dalam RKPDyang
tidak ada dalamAPBD.

Sumber : RKPDTahun 2020 dan pengolahan data LRAAPBDTA.2020

4.07. PENANGGULANGAN BENCANA 3.220.580.592 3.220.580.592

5. PDDlJKtJKO 17.457.4'r.UI'78 17.457.473.578

5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH 10.683.103.769 10.683.103.769

5.02. PENDUKUNG DPRD 6.774.369.809 6.774.369.809

6. URUSA!fPBIIBRIln'AHAAK OIIUII 1.442.9'73.996 1.442.978.996

6.01. BANGSA DAN POLITIK DALAM 1.442.973.996 1.442.973.996

7. DWILAYAHAK 115.213.682.1115 15.213.682.118

7.01. PEMERINTAHAN 15.213.682.115 15.213.682.115

Orand 477.271. ill. 744 479.15'n5.198.066

R(_ "IIS.lSi j'Jlf~ ..£?;drdll

. ,\P[.lD v;lItg
Diov.rlun s i 12(20)

, R.,.t];s.l5.i Anggarall
RKPD Vd"g Die v ••Iu a s i

(20iO) .
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4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah seeara merata, meneapai sebesar
1,07% terhadap reneana program dalam RKPD Tahun 2020, dan meneapai
2,57% terbadap rencana program dalam APBDTahun Anggaran 2020;

5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan,
pariwisata dan jasa produktif lainnya, mencapai sebesar 3,40% terhadap
rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan meneapai 8,24% terhadap
rencana program dalam APBDTahun Anggaran 2020;

6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana,
mencapai sebesar 2,42% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun
2020, dan mencapai 6,09% terhadap rencana program dalam APBD Tahun
Anggaran 2020;

7} Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, meneapai
sebesar 17,34% terhadap reneana program dalam RKPD Tahun 2020, dan
mencapai 23.,04% terhadap rencana program. dalam APBD Tahun Anggaran
2020;

Pencapaian kinerja program perangkat daerah sampai triwulan II tahun
2020 dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2020
dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 479.575.198.066,00 atau mencapai
9,83% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai

18,62% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020, dengan
rincian untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, sebesar
44,04% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai
29,90%terhadap rencana program dalam APBDTahun Anggaran 2020 ;

2} Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong,
Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi, mencapai sebesar
18,26% terhadap rencana program dalam RKPDTahun 2020, dan meneapai
29,82%terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan
gen.der dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga, meneapai
sebesar 25,95% terhadap rene ana program dalam RKPD Tahun 2020, dan
mencapai 35,30% terhadap reneana program dalam APBD Tahun Anggaran
2020;

' .. "" . , . '. PEII.1ERINT'AH KABUPA 1 EN GARUT
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2.2.4. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Upaya Tindak Lanjut

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IITahun 2020, dipengaruhi oleh .
perkembangan keadaan dan kebijakan nasional maupun Provinsi yang terbit
semenjak RKPDTahun 2020 ditetapkan, diantaranya:

1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)yang
berimplikasi adanya realokasi dan refocussing kegiatan perangkat daerah
kepada anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19,
penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang diformulasikan dalam
perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah, percepatan
penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam
penanganan COVID-19dan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan alat
kedokteran untuk penanganan COVID-19;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
BerskalaBesar (PSBB)dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,yang
berimplikasipada pembatasan aktivitas sosial dan ekonomiyakni peliburan
sekolah dan tempat kerja, penyesuaian sistem keIja ASN, pcmbatasan
kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum:

3) Keputusan Presiden Nomor11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat;

4) Keputusan PresidenNomor12Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
AlamPenyebaranCOVID-19SebagaiBencana Nasional:

5} Peraturan MenteriDalam NegeriNomor20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan CoronaVirus Disease 2019 di LingkunganPemerintah Daerah,

8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah, meneapai sebesar 14,08%
terhadap rencana program dalam RKPDTahun 2020, dan mencapai 23,64%
terhadap reneana programdalamAPBDTahun Anggaran2020.

Adapun untuk program penunjang urusan pemerintah daerah yang
dilaksanakan olehperangkat daerah meneapai realisasi sebesar 15,38%terhadap
reneana program dalam RKPDTahun 2020, dan meneapai 28,86°/0 terhadap
reneana programdalamAPBDTahun Anggaran2020.
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yang berimplikasi babwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan APBD
untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/20 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulanan COVID-19, yang
berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan be1anjawajib
bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan dalam Perundang­
undangan dalam APBDdan/ atau Perubahan APBDyang diarahkan untuk.
kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;

7) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat
direalisasikan;

8) Dana transfer dati Pusat baru masuk pada bulan Juli 2020;
9) Pendapatan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan;
10)Pandemi COVID-19menyebabkan dilakukannya realokasi dan refocussinq

anggaran Perangkat Daerah ke Belanja Tidak Terduga serta pengadaan
barang dan jasa untuk pcrcepatan penanganan COVID-19yang meliputi
kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,
sehingga berdampak pada capaian kinerja,

· , .' H
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Pencapaian nilai tambah yangmampu diciptakan akibat adanya berbagai
aktivitas ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
sampai tahun 2019 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar
Rp.4,570 trilyun atau 8,62% dari Rp. 53,009 trilyun pada tahun 2018 menjadi
Rp.57,579 trilyun pada tahun 2019. Keadaan inimenggambarkan perkembangan
yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten
Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai
indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut,
karena pada PDRByang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung
inflasiyang sangat mempengaruhi harga barangfjasa secara urnurn.

3.1.1 KoncUai Ekonomi Daerah Tahan2015-2019

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan
analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi
perekonomian Kabupaten Garut, bab ini juga membahas mengenai tantangan
serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan
mempengaruhi kinerja perekonomiandaerah.

3.1 Arah Kebi,iGkan £konomi Daerah

Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)secara substansial, diantaranya
memuat arab kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang mengambarkan
kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah
serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arab kebijakan keuangan daerah
meliputi pcndapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang
bersumber dati APBDKabupaten, APBDProvinsi dan APBN untuk mendanai
program dan kegiatan pembangunan daerab dalam rangka pencapaian target
pembangunan.

BABIU

KERAlfGKA EKONOMI DAERAB DAN KEUANGAN DAERAH
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A Pertanian, Kehutanan, dan

J 1.197.706,63 11.705.834,60 11.977.731,10 12.241.773,50 12.415.150,00Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 869.927,68 870.461,90 850.791,70 816.357,90 817.330,001-.
C Industri Pengolahan 2.475.801,40 2.655.404,70 2.820.544,60 3.105.981,20 3.383.590,00
D Pengadaan Listrik dan Gas 19.954,29 21.130,60 21.671,90 22.527,80 23.500,00
E Pengadaan Air,Pengelolaan

Sampah, Lirnbahdan Daur 15.767,11 16.720,40 17.909,90 18.838,70 19.820,00Ulang

Tabe13.2
PDRB ADHKGarut Sed 2010 Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Sementara itu, PDRByang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010
pada tahun 2019 meningkat Rp.l,86 trilyun atau 5,02 % dan sebesar Rp. 37,22
trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp. 39,09 trilyun pada tahun 2019.. Kondisi
tersebut merupakan indikasi quantum (volume)produk barang/jasa secara umum
mengalami peningkatan atau perekonomian secara makro berkembang positif.

A Pertanian, Kehutanan, dan 15.833.975,54 17.267.206,69 18.183.198,90 19.981.658,40 21.160,740,00Perikanan
B Pertambangan dan. Penggalian 719.167,01 728.771,18 737.963,70 767.637,30 783.470,00--C Induatri Pengolahan 3.088.740,00 3.432.390,60 3.730.747,80 4.230.632,90 4.699.830,00
D Pengadaan Listrik dan Gas 22.001,51 26.479,66 31.328,20 33.187,90 35.770,00
E Pengadaen Ail',Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur 18.457,92 21..128,11 24.839,20 28.310,60 31.800,00
U~

F Konstruksi 2.398.963,25 2.630.860,85 2.891.903,30 3.241.304,50 3.631.720,00
G Perdegangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobildan Sepeda 8.168.466,90 8.777.321,40 9.470.285,70 10.349.867,90 11.412.540,00
Motor

H Transpcrtasi dan Pergudangan 1.578.799,53 1.767.699,10 1.920.021,50 2.060.993,00 2.219.840,00
J Penyediaan Akcmcdasi dan 1.327.358,67 1.482.676,45 1.672.0S4,20 1.900,374,20 2.177.200,00Makan Minum
J [nformasi da.n Komunikasi 807.730,37 913.063,06 1.038.947,30 1.141.483,70 1.176.690,00
K Ja.sa Keuangan dan Asuransi 1.146.515,16 1.309.890,22 1.442.743,30 1.593.347,20 1.748.170,00
L Real Estat 661.148,05 715.597,20 792.835,50 883.706,10 974.010,00

M,N .Jasa Perusahaan 198.392,32 219.690,19 243.183,70 275.634,50 311.950,00
0 Administraei Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.524.683,04 1.609.520,89 1.669.775,50 1.793.970,10 1.900.740,00
WaH::'

p .Jasa Pendidikan 1.767.657,35 1.946.235,10 2.265.951,40 2.628.808,60 2.999.650,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 263,042,26 300.510,10 347.409,90 383.729,40 421.060,00Sosial

"R;S,T,U- Jasa lain~,ya 1.139.908,56 1.303.401,20 1.540.865,40 1.714.462,00 1.893.970,00
f-

P:rodukDomestl:k Regional Bruta 40.665.007,41 44.452.442,00 48.004.084,50 53.009.108,30 57.579.150,00
'---- -

Surnber: BPSKabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

10n.;··•
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Tabe13.1
PDRBADHBTahun 2015-2019 (Juta Rupiah)
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Tingginyaperanan kategori pertanian terhadap perekonomianKabupaten
Garut tidak lepas dari beberapakeunggulan komparatif (comparative advantages),
seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocokuntuk beragam komoditi
pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem
pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi
produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija,
sayur-sayuran dan juga padi. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori
pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan
antar subsistem pertanian dan kategori lain (linkages) belum sepenuhnya
menunjukkan sinergitas pada skala lokal,regionaldan nasional, hal ini tercermin

Selama lima tahun terakhir (2015-2019)struktur perekonomian Garut
didominasi oleh 5 (lima) kategori diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil,dan Sepeda Motor;
Industri Pengolahan;Konstruksi; serta Jasa Pendidikan. Sampai dengan tahun
2019, kategori pertanian diproyeksikanmasih menjadi kategori unggulan (prime
mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan
sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar
Rp.21,16 trilyun, dengan share 36,75% terhadap perekonomian. Sedangkan
sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRByang dihitung atas 'dasar
harga konstan tahun 2010 diproyeksikanmencapai Rp.12,41 trilyun.

ProdukDo~

- Sumb;;;:: BPSKabupaten Garui, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

R,S,T,U Jasa

Q Jasa

o Admi
Pertal
Sosial
Ja.'Ia

Jasa

G

F Kcnstru ksi 1.966.007,20 2.107.164,42 2.258.649,50 2.429.177,10 2.617.080,00

angan Besar dan
7.930.489,20 8.4 78.340,00; Reparasi Mobildan 6.810.509,70 7.183.458,71 7.530.250,30

la Motor
portasi dan Pergudangan 1.193.942,20 1.297.777,00 1.367.291,80 1.439.961,90 1.512.340,00

:diaan Akomodasi dan 1.117.525,40 1.202.357,50 1.305.833,00 1.423.830,50 1.573.300,00nMinum
r,~si dan Komunikasi 837.335,35 945.017,70 1.056.812,10 1.158.794,90 1.204.150,00
Keuangan dan Asuransi 879.801,50 960.172,10 1.000.229,30 1.052.733,50 1.111.070,00
stat 564.171,70 599.600,62 654.825,80 719.587,90 786.040,00

Perusahaan 168.583,26 183.434,28 199.659.30 222.746,50 239.560,00

nistrasi Pemerintahan,
aanan dan Jaminan 1.102.599,31 1.129.284.21 1.131.394,00 1.156.083,00 1.186.180,00
. Wajib
Pendidikan 1.448.370,10 1.556.705,00 1.720.021,20 1.821.502,10 1.950.600,00

Kesehatan dan Kegiatan 224.581,57 247.388,44 277.647,10 299.719,70 323.650,00
--lainnya

I
J .026.474,20 1. 121.627,22 1.273.649,40 1.364.078,30 1.450.950,00

estill ReJioDal Bl'Uto 31.919.058,60 33.803.539,40 35.464.912,00 37.224.183,70 39.09~.61S0,OO_.

Sosia!
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Disamping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan
pada tahun 2019 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor yang mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga
berlaku sebesar Rp. 11,41 trilyun dengan share 19,820/0,atau mengalami
peningkatan 10,27% dati tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10,34 trilyun.
Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang /jasa yang
diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingkat konsumsi masyarakat
(propensity to consume) yang relatif tinggi membuat kategori ini berkembang
cukup baik, kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi
tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun
internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta
ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang

masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu

pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan

usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi

kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan

potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar inibelum diikuti dengan
perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat
investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi
sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain
pihak, lemahnya kondisi pcmbudidaya dan nelayan sebagai produsen
menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri
pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam
menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan
sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan
jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertan.ian cenderung pertumbuhan
ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk
tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman,
sehingga luas laban pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan.
Kondisi tersebut memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan
karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah teIjadinya
pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan

maupun pemasarannya.
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infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dati sisi pendanaan, kategori
perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih
bersifat padat modal dibandingkan dengan kategori pertanian yang cenderung
padat karya.

Peranan kategori industri yang merupakan kategori andalan di Jawa
Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan sharenya terhadap
total PDRBdi tahun 2019 diproyeksikan mencapai sebesar 8,16%. dengan nilai
tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4,69 trilyun. Namun demikian,
kondisi tersebut menuniukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari kategori
industri pengolahan masih dianggap stabil dalam mendorong struktur ekonomi di
Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif
di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya
kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga
perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan
mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut
dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat
mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat
memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat
berupa barang-barang industri basil pertanian.

lndikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran
kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita, semakin
tinggipendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya akan
bertambah baik dan sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat
kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan per kapita merupakan basil
bagi pendapatan regional (PDRB)dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Pada tahun 2019 pendapatan per kapita diproyeksikan mengalami pertumbuhan
sebesar 7,96% atau dari semula Rp. 20.338.063,00 pada tahun 2018 menjadi
Rp.21.956.452,00 pada tahun 2019. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup
tinggi karena Ievelnya berada di atas laju inflasi sebesar 1,72% yang teIjadi
sepanjang tahun 2019. Namun demikian, peningkatan tersebut belum
sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya bell
masyaraka.t. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga
berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya
bell, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak
mutlak merata. PDRBper Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk
menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang

. .
. ' ' . . PEMERINTAH K,\BUPATEN GARIH
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Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)yang secara
teknis diukur dari perkembangan besaran PDRByang dihitung atas dasar harga
konstan, dimana BPSmemakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa
LPEKabupaten Garut pada 2019 tumbuh sebesar 5,02%mengalami peningkatan
0,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,96%.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, performa ekonomi
yang paling tinggi pada tahun 2019 pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum sebesar 10,500/0. Dari 17 lapangan usaha yang ada,
keseluruhannya mampu mengalami pertumbuhan yang positif, dan duabelas

2015 15.955.052 12.523.549 2.548.723 8,69 3.59

2016 17.300.002 13.155.662 2.569.505 8,43 5,05

2017 18.542.708 13.699.157 2.588.839 7,18 4,13

2018* 20.338.063 14.281.844 2.606.399 9,68 4,25

2019"'*" 21.956.453 14.907.061 2.622.425 7,96 4,38
Sumber : BPSKabupaten Garu.t, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

,
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Tabel3.3
Perkembangan PDD Per Kapita Kabupaten Garut Tahu1l201S·2019

menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang
dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun,

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan
rilldari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRBperkapita yang dihitung
atas dasar harga kon.stan, hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun
pendapatan per kapita pada periode 2015-2019 meningkat relatif tinggi yang
berkisar antara 7,18% sampai 9,68%, namun daya bell masyarakat secara rill
pada periode yang sarna hanya mengalami peningkatan berkisar 3,59% sampai
5,05%yang tercermin dari peningkatan PDRBperkapita yang dihitung atas dasar
harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan pengaruh inflasi yang terjadi pada
periode bersangkutan sebingga mengkorcksi peningkatan daya bell yang
diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dari
data tersebut dapat dilihat pendapatan rillyang sangat berpengaruh pada daya
bell masyarakat secara makro di sepanjang periode 2015-2019 cenderung terus
mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

I I

PFM£RlNT·,\H K,\BUP/\TFN GARUT .
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, ,', ;';_~:.':"::i. , '~apangan'usab.a , ,
,

.. 2016*' 2018*, 2015 2017* 2019***
• '.":.' : ~t •• ' ...... : '. r ' . •• • ,

' ts) 1
-

, ',: ,':, ,'i I ,I , ' :' , (1)" , , '(4), (6) (7) (8)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,32 4,54 2,32 2,20 1,42
B Pertambangan dan Penggaiian 1,92 0,06 (2,26) (4,05) 0,12
C Industri Pengolahan 7,90 7,25 6,22 10,12 8,94
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,36 5,90 2,56 3,95 4,32

1--'--
E tP'ngad~ Air, PengelolaanSampah, 6,16 6,OS 7,11 5,19 5,21_Lirnbahdan Daur Ulang
F Konstruksi 6,67 7,18 7,19 7,55 7,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4,38 5,48 4,83 5,32r'---- Mobil dan- Sepeda Motor

6,91
H Transportasi dan Pergudangan 9,65 8,70 5,36 5,31 5,03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,52 7,59 8,61 9,04 10,50
J Informasi dan Komunikasi 14,11 12,86 11,83 9,65 3,91
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,86 9,14 4,17 5,25 5,54
L Real Estat 5,43 6,28 9,21 9,89 9,23

M,N I .Jasa Perusahaan 8,66 8,81 8,85 11,56 7,55

Tabe13.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2015-2019

Kategoripertanian mengalami pertumbuhan 1,42% di tahun 2019 dan
secara umum masih menjadi kategori usaha yang banyak digeluti o1eh
masyarakat Garut sampai saat ini dengan pengelolaan yang cenderung masih
tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologisederhana
yang memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi
agroekosistemyang cocokuntuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti
luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan) ,

lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif antara 5% hingga 10 %, yaitu
Penyediaan Akomodasidan Makan Minum sebesar 10,50%,Real Estat sebesar
9,23%, Industri Pengolahan sebesar 8,94%, Jasa Kesebatan dan KegiatanSosial
sebesar 7,98%,Konstruksi sebesar 7,74%,Jasa Perusahaan sebesar 7,55%,Jasa
Pendidikan sebesar 7,09%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobildan
Sepeda Motorsebesar 6,91%, Jasa Lainnya sebesar 6,37%, Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 5,54%,Pengadaan Air,PengelolaanSampah, Limbahdan Daur
Ulang sebesar 5,21%, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,03%.
Sementaralima lapangan usaha lainnya diproyeksikanmengalamipertumbuhan
positif namun lebih rendah, kurang dati 5%, yaitu lapangan usaha Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 4,32%, informasi dan komunikasi sebesar 3,91%,
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,60%,
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,42%, dan lapangan usaha
Pertambangan dan Penggaliansebesar 0,12%.

.. ", »>: .. :,' , I', • • • •
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Pada tahun 2019, perhitungan inflasi Kabupaten Garut dengan mengacu
pada Tingkat Inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan
harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama
kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum teJah mencapai 1,72%menurun dari
tahun 2018 sebesar 2,3%. Hal terse but merupakan suatu indikasi bahwa beban
hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2019
mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,58%, dengan struktur kebutuhan
yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 2,30/0.
Kondisi inflasi pada tahun 2019 terse but di bawah inflasi di Jawa Barat sebesar
3,21 %, dan juga dibawah dari inflasi secara Nasional sebesar 2,72%.

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2019, jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 6,12 ribu jiwa dari 241,31 ribu
jiwa (9,27 %} pada tahun 2018 menjadi sebanyak 235,19 ribujiwa (8,98 %) pada
tahun 2019, atau turun sebesar 0,290/0.Garis kemiskinan (GK)Kabupaten Garut
Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,55% dari Rp. 282.683,00 per
kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 301.202,00 per kapita per
bulan pada tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) turun 0,62 poin dari
1,49 poin pada tahun 2018 menjadi 0,87 poin pada tahun 2019, artinya
penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) turun 0,21 poin dari 0,37 poin pada tahun 2018
menjadi 0,16 poin pada tahun 2019 atau turun, artinya kesenjangan pengeluaran
antar penduduk miskin juga menyempit.

Berdasarkan Data Susenas 2018, mencatat gini rasio Kabupaten Garut
berada pada levelmenengah dengan besaran besaran 0,371 meningkat dari tahun
2017 sebesar 369 yang dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan "ringan"
karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih dibawah angka Jawa Barat
sebesar 0,405 dan Nasional yang mencapai 0,384.

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

Lap~11Ip;'111Usaha 2015 I 2010' I 2017-
2(.118> ·1

201<J ...
I, ,
i(1) I

(,1) (,,) i ((,) (7) (H)

0 Administrasi P~erintahan, Pertahanan dan 5,22 2,42 0,19 2,18 2,60.Jaminan Sosial Waiib
P Jasa Pendidikan 12,39 7,48 10,49 5,90 7,09
Q Ja~ Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15,36 10,16 12,23 7,95 7,98

R,S;t,u Jasa lainnya 9,14 9,27 13,55 7,10 6,37
Produk Domestik ReJloDal BnIto 4.51 5.90 4.91 4,96 5.02
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Kondisi kualitas angkatan kerja pada tahun 2019 masih tampak sangat
rendah yang ditunjukkan o1ehjumlah angkatan keIja yang berpendidikan tidak
lulus SD/be1umpernah sekolah 12,98%,dan lulusan SD sederajat yakni sebesar
40,31% dari total angkatan kerja, Demikian juga dengan angkatan kerja
pendidikan lulusan SLTPa.tausederajatjuga tampak mengambilporsi yangcukup
tinggi yakni sebesar 20,49%. Angkatan ketja yang berpendidikan relatif tinggi
yakni lulusan SLTAsederajat hanya mengambil porsi sebesar 21,02%. Sedangkan
angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya
dengan persentase 5,20% dari total angkatan kerja diKabupaten Garut.

Gambar 3.1
Perkembanpn Tingkat PengBngurBn Terbuka dan Tingkat Partiaipasi

Angkatan Kerja Tahun 2015-2019
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-a. l1ngi<at Pengangguran Terbuka (%) - TIngkat Partisipasi Angkatan KerJa(%)

Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data BPSKabupaten Garut,
jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 mencapai 1.155.071 orang meningkat
59.090 orang dibanding tahun 2018 sebanyak 1.095.981 orang. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)tahun 2019 sebesar 62,700/0 dari total
penduduk usia kerja sebanyak 1.842.301orang, meningkat dari TPAKtahun 2018
sebesar 60,130/0.Jumlah penduduk bekeIja tahun 2019 sebanyak 1.071.026
orang atau 92,72% dari total angkatan ke.tja,dan jum.lah pengangguran terbuka
sebanyak 84.045 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,280/0
meningkat dati tahun 2017 sebesar 7,07%. Kondisi Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)pada tahun 2019 masih di atas TPT Nasional sebesar 5,28%,

namun dibawah TPTJawa Barat sebesar 7,99%.

.'. , . I 'PFI\H:.RINT~H 1\~l)UP ..'\TEN G,\RUT. .



Perubahan RKPDKabupatenGarut Tahun 2020111-10

3.1.2 Tantanpn dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan
banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional,
maupun lingkungan regional Jawa Barat. Seiring tetjadinya Corona Virus Disease
atau COVID-19 telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020, maka
pada bulan April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi
ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan
penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 untuk melakukan
berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah
penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-
19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam
suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan
penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai
kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan
keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda
transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Pandemi COVID419 terebut telah
menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial.

Sumber : BPSKabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

INDlk~1-().R'KE1'EN"\(;KERJ I\AN I I!'io 201 s 201(, , .W17 I 201H 201'1
. , I

1 Jumlah penduduk yang bekeJja Usia 945.768 956.159 1.044.137 1.018.544 1.071.026Kerja 15Tahun Keatas (orang)

2 Angka.tan KerjaUsia Kelja 15Tabun 1.011.529 1.022.569 1.133.248 1.095.981 1.155.071Keataa (orang)

3 RamoPenduduk bekerja Usia Kerja 15 93,50 93,51 92,14 92,93 92,72TabUDKeataa (o/~

4 Jumlah Pengangguran Terbuka (orang) 65.761 66.410 89.111 77.437 84.045

5 Tingkat Pengangguran (o/(~ 6,50 6,49 7,86 7,07 7,28

6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ("/~ 57,57 57,43 62,92 60,13 62,70

Tabe13.5
Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut

Tahun 2015 - 2019
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Dampak COVID-19juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Jawa
Barat. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat terus digalakan oleh
Pemerint.ah Provinsi Jawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi
yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan
da]am berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud
dari implementasi "new normal' atau adaptasi kebiasaan barn (AKB).Kondisi
perekonomian Jawa Barat kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dibadapi
akibat dari COVlD-19yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan
yang dapat mendorong semakin meningkatnya angka pengangguran yang
dikhawatirkan akan menambahjumIah penduduk miskin di Jawa Baratjika tidak
ditangani dengan tepat. Tantangan yang dihadapi Jawa Bamt secara sektoral
adalah sebagai beriku t.

1) Tantangan pada sektor investasi adalah menurunnya realisasi penanaman
modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19.Jawa Barat selama
ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional,
khususnya dalam hal PMAyang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya
pemulihan ekonomi pasca COVID-19,sehingga tant.angan terbesar dalam hal
investasi di ProvinsiJawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang
ideal untuk pembangunan ekonomi di Jawa Barat;

2) Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat
yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri
otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19
memiliki dampak yang sangat besar bagi kondisi industri pengolahan di Jawa
Barat, baik dalam hal pemasaran produk basil industri maupun dalam aspek
penyediaan bahan baku impor sebingga mempengaruhi kinerja industri Jawa
Barat secara keseluruhan. Oleh sebab itu tantangan sektor industri adalah
substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol
kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0;

3) Pada sektor pariwisata ketika diadakan kebijakan PSBB dan larangan
berkumpul yang belum ditetapkan batas berakhirnya. Dampak dari kebijakan
tersebut adalah penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan,
restoran, dan biro perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi
ketenagakerjaan yang digambarkan dengan besarnya jumlah karyawan yang
di-PHKdan dirumahkan;

4) Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dati kondisi ekspor Jawa Barat
yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan impor Jawa

. '
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Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan
regional, maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut juga
diperkirakan juga terkena dampak pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan
ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,19%,
diproyeksikan tumbuh lebih rendah menjadi -0,17-2,09% dengan
mempertimbangkan asumsi terjadinya penurunan dan perlambatan pada hampir
sebagian besar komponen PDRB.Dari sisi POBlapangan usaha, dampak negatif
Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan
akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan,
perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor
yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Demikian halnya dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan tumbuh tinggipada tahun
2020 sebesar 8,10/0 seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata.
Namun pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan, dan
penghentian sebagian besar aktivitas pariwisata, berdampak pada kunjungan
wisatawan mancanegara maupun domestik, yang turun tajam. Selain itu,
pembatasan pergerakan manusia berdampak pula terhadap restoran dan warung
makanan yang hanya bisa melayani delivery atau take awa.y. Sebagai akibatnya,

5) Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi
produksi ketersediaan pangan Jawa Barat cukup memadai karena sebelum
pandcmi COVID-19tetjadi, barn tetjadi panen raya, tetapi sistem transportasi
dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas (PSBB),sehingga
terjadi produk petani banyak tetapi tidak bisa dipasarkan yang memicu
rendahnya hargajual di tingkat petani; dan

6) Tantangar..pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami
dampak terbesar dalam pandemi COVIO-19. Hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari
aktivitas usaha yang terhen.ti.

Barat cukup terganggu dengan adanya COVID-19.Hal ini terlihat dari
melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat, serta menurunnya impor
bahan baku dan barang yang merupakan 90 persen komoditas impor Provinsi
Jawa Barat. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab
menurunnya aktivitas industri di Jawa Barat selain aktivitas perdagangan
besar;

· .
~ PE.I\1.~RINTAIl KABUP/\;J EN G~RUT .' •
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Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang
diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan
merupakan kebutuhan esensial terutama dalam. hal pemenuhan obat-obatan,
farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi
dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk

pertumbuhan sektor ini pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi
sebesar (7,9)-(5,2)%.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik
dati sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, gangguan pada rantai pasok
menyebabkan kenaikan biaya produksi, selain itu, kebijakan pembatasan
pergerakan masyarakat bcrdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan
yang mendorong turunnya aktivitas produksi. Dad sisi demand, di satu sisi
industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan
masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan
dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang di antaranya:
industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan
farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini pada tahun 2020
diperkirakan akan tumbuh sebesar -1,9-0,5%.

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, memberikan pengaruh bagi
kinerja sektor perdagangan. Sektor ini pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh
melambat sebesar -2,0-0,5%, sementara itu sektor transportasi dan pergudangan
diperkirakan terkontraksi sebesar 7,~3, 10/0, sebagai dampak dari dampak
pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara
keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi. Sektor lainnya, sektor
konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek
pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya
pertumbuhan pada tahun 2020 hingga sebesar -0,9-2,2%.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertanian dan
pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 0,8-2,3%
dan. 1,6-1,8% pad.a tahun 2020. Sektor pertanian subsektor tanaman pangan
diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi
gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan,
terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan
konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan work
from home dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan
bisnis mengalami penurunan.

· I •
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Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19
pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian
sasaran indikator makro pembangunan daerah. Tingkat pengangguran terbuka
dan tingkat kemiskinan dipcrkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar,
dan Indeks Pembangunan Manusia (rPM)menurun.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berdampak pula pada
rPM,terut.amapada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator
standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh

Sumber: a) BPS; b) SaS81'an RKPD 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020
11,4 5,5 - 6,5R,S,T,U Jasa Lainnya 6,37 11,2 3,7 - 6,5

10,5 10,6511 - 13,27,98 4,7 - 5,5Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial

8,83,8 - 6,28,77,09 4,5 - 5,5P .Jasa Pendidikan

4,4 - 5,12 1,432,6o 4,2 - 5,2Administrasi Pemerintahan
dan .Jaminan Sosial Wajib

8,11,2 - 3,97,97,55Jasa PerusahaanM,N 4 - 7,5

7,89,23 7,9-0,2 - 2,5Real EstateL 3 - 4,9

2,5 -5,495,54 5,16 3 - 5,5
8,3 - 11,28,33,91 8,12 8,3 - 8,5

-7,9 - -5,28,110,5 8,4 4 - 4,5

5,03H -7,5--3,15,82 4 - 5,035,9

6,91G -2 - 0.54,72 4,3 - 5,34,73

-0,9 - 2,27,17,74F 5,3 - 6,57,2

4,95 1,7 - 3,45,21E 4,6 - 5,64,78

1,6 - 1,83,564,32D 3,59 4 - 4,32

-1,9 - 0,56,198,94c 3,4 - 4,36,2

B 0,27-2,1 - 0,120,30,12 0,12 - 0,3

A 0,8 - 2,33,021,42 3,13 1,42 - 2,3

5,195,02 -0,17 - 2,09 5,29 3,39 - 4,37

.. 2021 .
_____ ~ _ _L__~ _

RPJMD' .,
. d)" Sasaran ~)

Tabe13.6
Pertumbuban PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Gantt

Tahun 2019-2021

memenuhi kebutuhan selama work from home. Sektor jasa kesehatan dan
informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11-
13,2%dan 8,3-11,2% pada tahun 2020.
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merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya
bell. Pcmbatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyalmya
pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi
pekerja informal.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika
sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan
penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya
pandemi dan membatasi penyebaran COVID-19pada wilayah tertentu (disease

containment). Namun saat ini sistem kesehatan masih perlu terus ditingkatkan
kapasitasnya, khususnya sektor kesehatan publik (public health), termasuk
infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif
maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah
penularan dan menekan kematian karena COVID-19 berdampak pada
terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan
anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Pandemi COVID-19 juga
berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan. proses
pembelajaran dari sekolah ke rumah [keluarga), melalui pembelajaran daring
berbasis teknologi informasi, Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu
saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif.
Dampak lain yang juga hams mendapat perhatian serius adalah kemampuan
finansial keluarga [rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan,
sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi
demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat
melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dengan berbagai perkembangan
tersebut, IPM diperkirakan akan mencapai 66,41-66,46 poin, Iebih rendah dati
sasaran yang ditetapkan dalam RKPDtahun 2020 sebesar 68,09 poin.

Penyebaran wahab Co"id-19 diperkirakan berdampak juga terhadap
pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Namun, dengan intervensi
berbagai program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Garu.t, sebagai
upaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa
bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan,
antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Program Sembako 3)
Bantuan sosial tunai; (4)Bantuan pembebasan serta pengurangan tarifllstrik 450
VAdan 900 VAbagi penduduk miskin dan rentan; serta (5)pemanfaatan Dana
Desa untuk mengurangi dampak Covid-19, diharapkan dengan bantuan tersebut
persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 9,48-9,98 %pada tahun

...... .. PFl\lERI1\!T:\IIIK/\P,lJPf\n~t,J\RLJr
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Sumber . RPJMD Kabupaten. Garut Tahun 2019-2024, reaiisasi data BPS Kab. Garut dan hasil
pengolnhan data indikator makro nasional pada RKP2021

. , Target Proyeksi
No . .Indikator Mokra Satuan R"ealisasi RPJMD ! 2020

, , ' 2019 2020 Cavid-19, ~ . ,
, , ,

" \ 1) . : " "
(LI (3) (4) (5) (6)

1 I Indeks Pembangunan ManUSia Poin 66,22 68,09 66,41-66,46
2 laju Pertumbuhan Penduduk % 0,62 1,1 1,1
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,02 5,19 -0,17-2,09
4 PersentasePendudukMiskin % 8,98 8,35 9,48-9,98-
5 PersentasePengangguranTerbuka % 7,28 6,53 9,78-10,48
6 IndeksGini Poin 0,36 0,35 0,359-0,361
7 Jnflasi % 1,72 3,50 1,12-3,12_. .

Tabel3.7
Proyelmt Indtkator Makro Kabupaten Garut Tahun 2020

2020meskipun lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPDtahun 2020

sebesar 8,53%.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan

tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)dan
dirumahkan. Tingginyapekerja ter- PHKtersebut, masuknya angkatan kerja baru
ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja
berpotensi menambah pengangguran. Tingginya jumlah penganggur tersebut
membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPr) pada tahun 2020 diperkirakan
mencapai 9,78-10,48% lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD
tahun 2020 sebesar 6,53%.

Rasiogini sejak tahun 2014 mengalamiperkembangan yang berlluktuatif,
dari sebesar 0,33 pada tahun 2014, menurun menjadi 0,31 pada tahun 2015,
kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 bingga mencapai 0,369, dan
kembali menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,36. Pada tahun 2020,
capaian rasio gini diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak
penyebaran wabah Covid-19pada kisaran angka 0,359-0,361. Angka ini berada
di atas target RKPDTahun 2020 sebesar 0,35 poin.

Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun
2020, di antaranya PSBB d.i beberapa daerah episentrum Covid-19 turut
berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan. kelancaran distribusi
kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak
(volatile food) maupun pemenuhan kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan
untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19. Namun
demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga sebesar 1,12-3,12%atau masih
dalam rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%.
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3.2 An.h KebijakaD KeuangaD Daerah
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan
subsistem dati sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen

Antisipasi paseapaneemi Covid-19 yang perlu dipersiapkan berkaitan
dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik globalmaupun
domestik, antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan
perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata keIja
perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan. tranformasi
investasi ke padat modal dan tekno1ogi.

Upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong
peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah,
diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan
investasi mela1ui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali
men.yerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha­
usaha lain yang terkait. Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi
adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19,baik di tingkat
global maupun domestik yang berpotensi akan berdampak pada masih
terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Jika wabah Covid-19tidak dapat
ditangani pada tahun 2020, maka proses pemulihan ekonomi akan menjadi lebih
berat dan berpotensi terburuk membentuk pola huruf L (tidak pulih). Namunjika
wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya
pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh lebih tinggi
d.ari tahun 2020.

Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang
belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan
pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk
dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik seeara bertahap
yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan
kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum
Covid-19 terjadi, Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada
kemungkinan perubahan comparative/ competitive advantage dan kondisi sektor
keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi hams
diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada
paseapandemi Covid-19.

, " " ' PEl\lERINT;\1,i I,.'\BUP,'\HN (,;\RU-r
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3.2.1 Kondi.i, Proy-eka! Ke118ngan Daerah dan KerangJra Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa peme~tah daerah berfungsi melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi
dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi
pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelo1a.
pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap
terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan
mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan
daerah terdiri atas :
1) Pendapatan AsliDaerah (PAD)yang meliputi :

a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;

b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi
daerah;

c. IntensifIkasi dan ekstensifIkasi pajak dan retribusi daerah;

d. Operasionalisasi, Monitoringdan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPDyang berhasil
mencapai atau melampaui target;

Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ini tidak
hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga
menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan
maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan
pencapaian kinerja kegia.tanPDpada masing-masing urusan pemerintahan. Arab
Kebijakan Keuangan Daerah. memuat realisasi dan proyeksijtarget serta arah
kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah..

pokok dalam penye1enggaraanpemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan
keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara
lainUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang
Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap
tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan MenteriDalam Negeri.

PE~1E'~INT,1,1'll<ABL'JP/\TFN GARUT ' "
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1. Penyesuaian anggaran pendapatan bantuan keuangan untuk menampung
Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019
tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun
Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020', yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan
Bupati Garut Nomor4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Garut Nomor 140Tahun 2019 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Penyesuaian pendapatan hibah untuk menampung Bantuan Operasional
Sekolah Regulerberdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Reguler dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional
Sekolah RegulerTahap IGelombangITahun 2020, serta Bantuan Operasional
Sekolah Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah
Kinerja Tahun 2019;

Dati sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum
Pendapatan Tahun Anggaran 2020 antara lain diprioritaskan untuk menampung
dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

2) Dana Perimbangan yang meliputi:
a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengclola pajak pemerintah dan

pajak daerah;
b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi

Khusus (DAK);
c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan

Dana AlokasiKhusus;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diarahkan untuk dapat meningkatkan

penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan
keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah mela1uipeningkatan
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/
Perdesaan.

. ',','. . • . PEI\1ERINTf;o.H IO\BUP,\ T l'N Gi\RUT. , . .
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Proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2020
dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan
dan pencegahan wabah Corona Virus Desease (COVID-19). Kebijakan yang
berpengaruh terhadap proyeksi PADyaitu dengan berlakunya Keputusan Bupati

Garut Nomor 973/Kep.342-BAPPENDAj2020 tentang Pengurangan Tarif Pajak

Daerah dan pembebasan Sanksi Administratif Pajak daerah bagi Wajib Pajak
dalam Masa Penanganan Wabab Penyakit Corona VirusDesease (COVID-19).

Penanganan bencana wabah COVID-19masih terus berlanjut, sehingga

memberikan dampak penurunan pendapatan yang signifikasn bagi pelaku usaha

baik di sektor perdagangan maupun pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka
memberikan keringanan bagi pelaku usaha tersebut, Kabupaten Garut

mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan tarif pajak daerah dan
pembebasan sanksi administratif pajak daerah bagi wajib pajak dalam masa

penanganan COVID-19terse but.

Dalam Tahun 2020 dana transfer keuangan daerah dan dana desa

mengalami perubahan sesuai dengan kebijakanyang dikeluarkan yaitu Peraturan
menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54

3. Penyesuaian atas pendapatan dana transfer umum dan dana transfer khusus;

4. Penyesuaian kembali anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020;

5. Penyesuaian Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak serta Dana Bagi
Hasil (DBH)yang bersumber dati Sumber Daya Alam;

6. Penambah an Cadangan DAKFisik yang merupakan dana yang dialokasikan
sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak
pandemi Corona Vrros Desease 19 (COVID-19);

7. Penyesuaian alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tambahan;

8. Penyesuaian alokasi Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor350/P/2020 tentang
Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolab Reguler Tahap I
Gelombang II Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang IIITahun 2020;
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253.528.651.115Dana 8agi Hasil Pajak dlri Provinsi dan
Pernarinlah Daerah Lainnya4.3.3.

1.088.872.352.115Lain-Lein Pendlplltan OHrih Y1"9 Sih4.3.

285.600.496.000Pendapetan HibahI dana !rasfer khusus,
OAK4.3.1.

17.001.093.720

131.675.124.090

4.540.374.586.0184.794.836.329.500 4.701.525.221.076 4.5.20.752.813.530Pendaplltan
440.913.6.20.646486.565.326.730 502.134.766.621 501.064.934.915

ProyeksiPerubahan
RKPD2020.APBD2020MurniRKPD2020Murni

j

• '.: '::', '; I ~ ' •• ' • 1'0' •••• •• .'

. '. '" .' I1raiap " " ,
; ,':,.:",:': ",' ,:' ": . '. " ','

Tabe13.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 dan Tahun 2020

Bcrdasarkan perkembangan kondisi realisasi pendapatan Tahun 2019,

pendapatan pada APBDTahun Anggaran 2020 sebelum perubahan dan target

pendapatan daerah pada kurun waktu Tahun 2020 serta asumsi pendapatan

Tahun 202]" disajikan pada berikut:

Sumber dana pembangunan APBDKabupaten Garut secara umum masih
didorninasi oleh sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah,
sementara kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum memberikan

kontribusi yang signifikanterhadap pendapatan.

Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan

Pandcmi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19)darr/atau MenghadapiAncaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dalam kebijakan tersebut

pemerintah Kabupaten Garut mengalami penurunan pendapatan dari transfer

pusat.

' ..';':.:~".<;""-.':'. '. '. .:... ...' PEMERIN1"AH KABUPATEN GARUT
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Proyeksi pendapatan dala.m perubahan APBDTahun 2020 mencapai

Rp.4.540.374.586.018,- yang bersumber dari PAD sebesar

Rp.400.913.620.646,00 Dana Perimbangan sebesar Rp.2.589.366.330.000,00

dan Lain-LainPendapatan yang Sah sebesar Rp.1.510.094.635.372,OO.Proyeksi

Pendapatan dala.m perubahan APBD2020 berdasarkan Struktur APBDyang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2019 bahwa Pendapatan
2020 sebesar Rp.4.540.374.586.018,00 yang bersumber dari PAD sebesar

Rp.440.913.620.646,OO, Pendapatan Transfer Rp.3.783.729.449.372,00 dan

Lain-lainPendapatan daerah yang sah Sebesar Rp.315.731.516.000,00.

Sumber: BPKADKab. Garut, Tahun 2020 (data diolah]

. ' ." f .' j . I,.:.' ;~~~~.::. , ,'.' , .; Uralan' Proyeksi Perubahan Prol{eksi RKPD
'. ,\, . , , , • ~KPD. Ta~un 2020 ' Tahun '2021

:••• " ~ II' , ' , . ,
4 PENDAPATAN 4.540.374.586.018 4.524.598.508.419

4.1- PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 440.913.620.646 505.276.243.713

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 105.239.491.927 146.209.800.000

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 20.109.797.159 18.957.126."45
1---.

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.697.685.085 5.889.076.120yang Dipisahkan

4.1.4. Laln·laln PAD Yang Seh 309,866.646.475 334.220.240.848
'__'

3.733.721.768.7064.2. PENDAPATANTRANSFER 3.783.729.449.372-
f--.4.2:1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 3.129.449.155.000 3.088.133.802.500

4.2.1.0'! DANA PERIMBANGAN 2.589.356.330.000 2.543.501.230.500

4.2.1.01.01 DANA TRANSFER UMUM 1.903.684.146.000 1.887.909.246.500
1----.

Dana Bagi Hasil 205.922.925.000 190.148.025.500
t---.

Dana Alokasi Umum 1.697.761.221.000 1.697.761.221.000
4.2.1.01.02 DANA TRANSFER KHUSUS 685.682.184.000 655.591.984.000

Dana Alokasi Khusus 685.682.184.000 655.591.984.000
1---

Dana Alokasi Khusus Fisik · ·
Dana Alokasi Khusus Non Fisik · ·

4.2.1.02. Din. InMntlf o.erlh 35.141.505.000 35.141.505.000
4.2.1.03. Din otonomi Khusus · ·
4.2.1.04. Din. Keistimewlan · ·r---'

509.491.067.0004.2.1.05. [llnl Delli 504.941.320.000
4.2.2. TRANSFER ANTAR DAERAH 654.280 .294.372 645.587.966.206
4.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil 242.269.163.372 233.576.835.206
4.2.2.2. Bantuan Keuangan 412.011.131.0OC 412.011.131.000

4.3. LGJN·LAlN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 315.731.516.000 285.600.496.000

4.3.1. Pendapatan Hibah 315.731.516.000 285.600.496.000
4.3.6. Dana Transfer lainnya · ·

Tabe13.9
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Tahun 2021
(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

::·.p.~~E~iN+AIit'KABUPA~EN'G·ARQl'. ... .:. ,'. . .. ' .
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Memperhatikan kondisi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020,
maka dan sisi BeJanja daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Bela.nja
Daerah Tahun Anggaran 2020 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan
memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Menampung belanja atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020, yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan
Bupati Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Menampung belanja atas Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231jPj2020 tentang Satuan
Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I
Gelombang I Tahun 2020, serta Bantuan Operasional Sekolah Afrrmasi dan
Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
320/ P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional
Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019;

3. Kegiatan penanganan kebakaran Pasar Cikajang yang bersifat
mendesak/ darurat, adanya pergeseran anggaran Bela.njaTidak Terduga (BTT)
pada APBDTahun Anggaran 2020;

4. Kewajiban kepada pihak ketiga Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles,
sebagai konsekuensi pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

Peningkatan proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2020
dibandingkan tahun berjalan 2020 diakibatkan beberapa komponen sumber
pendapatan tidak dimasukkan terlebih dahulu seperti Dana Alokasi Khusus dan
Bantuan Keuangan dari provinsi dan pendapatan transfer APBNlainnya yang

alokasinya tergantung dari Pemerintah Pusat, walaupun didalamnya ada

pengurangan transfer dati pemerintah pusat akibat dari kebijakan perubahan
postur dan rincian APBN2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan
COVID-19.

, " ','. , 'PEI\1[RINTAH i(MWPAT[N GARUT
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Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah COVID-19,
maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
tentang Rejocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan
-Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

5. Penyesuaian atas belanja langsung dalam kegiatan yang bersumber dari Dana
Insentif Daerah (DID),untuk Bantuan Tanggap Darurat Dampak Virus Corona
pada Dinas Sosial;

6. Kegiatan pemulihan bencana tanah longsor di Kecamatan Talegong yang
bersifat mendesak/ darurat bersumber dari pergeseran anggaran Belanja
Tidak Terduga (BIT);

7. Rehabilitasi Ruang Kelas (Penanganan Bencana) bagi 6 (enam) sekolah dan
Rehabilitasi Ruang Kelas (Penanganan dan. Antisipasi Bencana) bagi 3 (tiga)
sekolah;

8. Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 untuk prioritas penanganan
Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Social Safety Net
/ jaring pengaman sosia1;

9. Refocussinq kegiatan terutama pada kegiatan yang earmark, diantaranya DID,
DBHCHT,Pajak Rokok, Dana Kelurahan, Dana Desa, dan OAK;

10. Penyesuaian Belanja yang bersumber dan Dana Transfer Umum untuk
belanja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Belanja Barang Jasa dan
Belanja Modal;

11. Penyesuaian Belanja yang bersumber dari DBH-CHTyang dilakukan mengacu
pada ketentuan PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan,
Pemantauan,dan Evaluasi DBHCHT;

12. Penyesuaian Belanja yang bersumber dati Dana Insentif Daerah (DID)secara
proporsional kepada seluruh kelompok kategori DID, kecuali kelompok
kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;

13. Penyesuaian bagi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara proporsional
dengan tata cara pembagian besaran nilai mengacu pada ketentuan yang
berlaku;

14. Refokusing terhadap kegiatan yang menunjang Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) danj'atau Menghadapi Ancaman yang
Membabayakan Perekonomian Nasional;

15. Penyesuaian kembali program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran
Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2020;

~ ~ t>EM,f:,RINT:-H KABllPATEN (,ARU'r , " '.
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. Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan
Belan]a Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan
penanganan pandemi COVID- 19 dan/ atau menghadapi ancaman
membahay·a.kan k . yangpere onomian nasional dan!atau stabilita . t kmaka n . S SISem euangan,remenntah melakukan '. 'Angg penyesuruan kembali terhadap Postur dan Rincian

aran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan

Gambar 3.1
Opera.toa.U ... , Iaatrulrat PrHldeJlKomor 4 TUUJl 2020

Dalam RaJlPa PeJlallpllaJl COVlJ)..19

• Agar lebih fleksibel
• SemuaOPDterkait dapat

menggunakan
• Agar lebih cepatmelalui TU
• Tidak perlu reviuAPIP
• PenggunaansesuaiRKB

• Pendampingon
APIPtidak harus
reviu

---------- ~------_---_-----------~

Diusulkan
~ dalam

Perubahan
APSD

Realokasl' Perubahan
P~~walan Ulang P k d
P IK ' -:0 DP'ASKPD........ er a arogram egl.tan --,. 1"\ -----,

Sis. Kas yang Ada ke BIT Penjabaran
APBD

r,,,,
I
I_~_-_---------_------~---------

Inpres 3/2020
Permend'gri
20/2020

BlTTlDAK
MENCUKUPI

1
I
1,-------,,
I TIDAK TERDAPAT
: Anggaran Dal..m
, Program/Kegiatan..

,-----------------------------------.
: TERI)APAT Inpres4/2020 :
I ,, Anggaran Dalam ,
I Program/Kegiatan ,r PERCEPAT PENGGUNAANNYA :
I TERDAPAT 1
, Anggaran Dalam ,
I SIT dan Cukup I
I 1

TIDAK l_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - __ - _ - __ I

TERPREDIKSI - p------------------------------------------------------

COVID-19

19), untuk mendorong adanya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan
sinergi. antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka
percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Vuus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam
melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19
serta memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19.
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173.223.791.362149.700.182.720
1.738.747.640.671Belanja Pegawai (BL) 1.693.405.934.685
2.844.471.432.033Belanja Pega'Hai (BTL) 3.065.708.126.321

,_.. __5._1'__ _l BELANJA OPERAS'

Tabe13.11
Target/Proyeks° Bel .

Kabupaten Garut T h ~ anJa Daerah
(Peraturan Pemer~:'~ ~20 dan Tahun 2021

omor 12 Tahull 2019)

BELANJA!.ANGSUNG 2.104.727.842.516 2.121.194.864.117
5.2.1.

5.1.8.

5.2.

794.906.114.440 771.415.869.490

25.338.340.248 300.561.531.742
1.918.096.452.130 1.970.316.560.987
159.700.182.720 149.700.182.720

1.132.262.335.267 1.120.245.687.917
626.133.934.143 700.370.690.350
-72.551.094.717 -318.272.404.224

705.952.908.457718.678.870.844
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
ProvinsilKabupatao/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Belanja Tidak Terduga ----r--1.1.~17;:;4.;28~3-;.7;;;;-5Ot--~:;:;:;:;;:=:+--=-:---+---------'10.694.223.330

5.1.7.

ProvinailKabupalenlKota dan
Pemerirtahan Dssa

5.1.6.

5.1.4.

5.15.
Belani!! Hibah

----4--
8elAl1jaBantuan Sosial
8elanja Bag!HasHKepada

Belar.ja Pegawai5.1.1.

5.1.

4.594.611.035.095 4.711.681.273.561 4.593.303.908.247 4.858.64M90.243

2.489.883.192.579 2.596.486.409.444 2.675.207.456.117 2.688.330.423.256

1658.485.079.270 1.787.558.191.417 1.738.191.062.122 1.693.405.934.685

72.006.5!'iO.000 70.268.528.000 90.136.871.000 90.107.371.000

24.531.779.920 6.750.112.800 7.402.500.000 12.248.950.000

15.006.628.795 15.262.445.440 19.232.568.307 20.590.772.339

Belanja

1.304.064.621.755

5.

Proyeksi Perubahan
RKPD 2020

. .; . " .: ":.! "~" . :'. .' . .
, '. Kode "':' ':.', . Urala(l . . .

'",' :,' ..... ". '
Re'alisasi i019 RKPD 2020 Murni APBD 2020Murni.

Tabe13.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Kabllpaten Ganlt Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi

serta proyeksi pendapatan daerah, proyeksi terkait dengan belanja daerah,

dituangkan dalam tabel sebagaiberikut:

melalui Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, diantaranya untuk
mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat dan belanja
transfer di tahun 2020, dengan fokus pada belanja pada kesehatan, jaring
pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

:~E'M~R~N1:AH'.kABUpirrEN 'GARUT .' . '. . .' . . . . .
. ~ i ," '. • . •
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329.272.404.22483.551.094.717
157.817.037.741 30.156.046.485

61.f.

6.1.

157.817.037.741

Tabe13.12
ReaUsasi daD Target/Proyebi PembiaYaan Daerah
KabllJNltq Garut Tah1Ul2019 dan Tahun 2020

Hasil perldraan sumber-sumber penerimaan dan pengeiuaran pembiayaan

daerah dan reaIisasi penerimaan dan pengeiuatan pembiayaan daerah, maka
proyeksi pembiayaan daerah disajikan sebagai berikut :

Rp.I.970.316.560.987,00.

Proyeksi Belanja berda8aIkan Struktur APBD yang \'M:~uai dcnesa.n.

Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah 2020 sebesar
Rp.4.858_646.990.242,OO meliputi Belanja Operasi sebesar

Rp.3.065. 708.126.321,00 Belanja Modal sebesar Rp.7oo,370,690,350,00, Belanja

Tidak Terduga Sebesar Rp.300.561.531.742,00 dan Belanja Transfer Sebesar
Rp.792.006.64 1.829,00.

APBD Tahun 2020 mencapaidalam perubahan

meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar

dan Belanja Langsung sebesar

Proyeksi be1anja
Rp.4.858.646.990.243,00
Rp.2.888.330.429.256,OO

Sumber : BPKADKab. Garut, Tahun 2020 (data diolah

Oesa

BeI~a Bantuan KeuangSl Kepada
ProvinsUKabupaten/l(ota. PemerintMal Oesa
dan PtvtaI PoII6k

BElAHJA. TIDAl< TERDUGA5.3.

r----~~~~~~~~ __------_i------~~~~~----~~::::~5.4. _ BELANJATRANSFER
1----- BeI~a ~ Hasil Kepai8 .

ProvinsVKabupatenlKota dM PemenntahaJ

5.2. BElANJAMODAl

90.107.371.000 400.000.000.000
12.248.9&J.000 7.500.000.000

700.370.690.350 1.011.807.317.820

300.581.531.7"2 25.000.000.000

792.006.641.829 81U61.749.049

20.590.772.339 23.755.634.609

771.415.869.490 794.906.114.440

Belarl8 Bantuan oosial

525.000.000.0001.120.245.687.916

Belaia Hlbah

8e1ar;a Barang Jasa
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3.2.2. Arah Kebljakan Pendapatall Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus

meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terns dilakukan
baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),pendapatan yang bersumber dari

sebesar
sebesar
sebesar

Untuk Pembiayaan Tahun 2020 diproyeksikan
Rp.318.272.404.224,00 meliputi Penerimaan Pembiayaan

Rp.329.272.404.224;00 dan Pengeluaran Pembiayaan
Rp.11.000.000.000,00.

Sumber : BPKADKab. Oarut, Tahun 2020 (data diolah]

'I· ': .. j Proycksi PCI(Jb.1hJn Pr oveksl. I arqct p.ld.1
Nomor I IlrJI:m i. RKPD T<lhun 7020

, Tahun RCllcJIlJ 20,1.
j I,. I

6 PEMBlAYAAN 311.2720404.224 181.141.990.283
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN . 329.272.404.224 192.141.990.283
6.1.1. Penggunaan SILPA 329.272.404224 192.141.990.283
6.2. PENGELUARAN PEMBIAY AAN 11.000.000.000 11.000.000.000

06.02.01 Pembeotukan DanaCadangan - -
6.2.2. Penyertaan ModaUinvestasiPemerinta, Daerah 11.000.000.000 11.000.000.000

6.2.7. Pembayaran Ula'Ig Jangka Panjang Lainnya - -
PEMBIA YAAN NETTO 318272.404.224 181.141.990.283

SlSA LEBlH PEMBlAYAAN ANGGARAN
(SILPA) - -

Tabe13.13
Tarcet/Proyelml Pemblayaan Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Tahun 2021
(Peraturan Pemermtah lfomor 12 Tahun 2019)

Sumber : BPKADKab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)

• I Pfo\,~k<.1. i RI<PD 202nKorlp. IJr1I.ll\ !<P11,SJSi 201~ APBD 2020 11l1rl1l , Puur,1h11l
I

,
r'~'HllI I. RKPD 2020

U Pengelutrlft 1'tmIIi.,11II 2I.71S9.927.922 14.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000

6.2.1 Pembenb.k5l 01118Cadangan

6.2.2. Penyerfs8n ModBl/lrweatasi Pflm«intah 10.347.459.500 11.(XX1000.000 11.000.000.000 11.000.000.000Oaerah

6.2.7. Pembaylnn Utang Jan~tI Panjlllg 18.422.468.422 3.000.000.000Loinnvtl
6.2.08 Pembaya-an Utang Lai'tl!y8

Pembllyun Netto 129.047.10U19 11.158.04UU 71551.094. 717 318.272.404.224
SI.. Ltblh Pwmblayl. An.... n sa,272A04.224 0 0 0(SILPA)

. .
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Sementara itu Dana Perimbangan pada Tahun 2020 merupakan dana
yang bersumber dati pendapatan APBNyang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Dana

Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang
ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai
berikut:

1) Intensifikasidan eksteneifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

2) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak
daerah;

3) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan
pajak daerah;

6} Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPDyang berhasil
mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD
yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara
optimal dalam satu tahun anggaran.

pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber

pendapatan dati PADmasih relatif keci! dibandingkan dengan dana perimbangan,

kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan

pendapa.tan daerah meIaIui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan
daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama

masyarakat miskin.
Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah adalah :
I} Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi

daerah;
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5) Mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengurangan tarif pajak

daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak daerah bagi wajib pajak

dalam masa penanganan COVID-19 dalam rangka mendukung sektor

perdagangan dan pariwisata.;

, .
',: ,r' , , " I PEI\1ERINTAH ),i\ElJPI\TLN (,f\RUT
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Kebijakan belanja daerah untuk perubahan anggaran 2020 diarahkan
dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,
upaya tersebut antara lainadalah:

I} Dukungan pendanaan untuk melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan
baru produktif dan anum Covid-i9 dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan memprioritaskan pemanfaatan belanja tidak terduga untuk
penanganan pandemi Covid-19, yaitu:

a. penanganan kesehatan, berupa :
(1) penyediaan dan/ atau pemberian sarana prasarana kesehatan

kepada masyarakat;
(2) penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan

bam produktifdan aman Covid-19;
(3) melalrukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4) melakukan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD);

3.2.3 Arah Kebijakan Be1asga Daerah
Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun

Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang

terdiri dati urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam.
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 merupakan

pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana

penyesuaian serta bantuan keuangan dari Provinsi ataupun dati dan hibah dan

dana. darurat.

4} Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang

bersumber dari APBN/PHLN(khususnya DAKdan Dana Infrastruktur Sarana

dan Prasarana/DISP) dan APBD Provinsi;
5) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan

pembagian dalam Dana Perimbangan;
6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam

pelaksanaan Dana Perimbangan.

PEMERJNTf\H i<.'\[;uPAl E:N G,''IRUT I
'.11: ••~ ,-
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Sasaran pembangunan untuk rnasing-rnasing prioritas nasional tahun 2020
sebagai berikut :

(1) Pernbangunan manusia dan pengentasan kemiakinan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas SDMIndonesia sebagai individu maupun sebagai

komponen dari masyarakat;
b. Meningkatnya dan rneratanya kesejahteraan masyarakat;

Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor61 Tahun 2019, bahwa Rencana
Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2020 lebih difokuskan pada pembangunanmanusia
Indonesia dengan tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia unmk
Pertumbuhan Berkualitas". Dengan mengacu pada tema RKPtersebut, maka arah
kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKPtahun 2020 utamanya akan
berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan
pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui
investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi
pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima prioritas nasional, yang
meliputi:

(1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

(2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

(3) Nilai tambah sektor rill, industrialisasi dan kesempatan kerja;

(4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;

(5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia. yang
berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai
visi "TerwuJudnya Indonesia MqJu yang Berdaulat, Mandl", dan
Berkepribadian Berlandtukan Gotong Royong". Visi tersebut a.kan diwujudkan
melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1)
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4)
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7)Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka.
NegaraKesatuan.
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Sumber : RKPTahun 2020 dan Outlookpencapaian Tahun 2020 pada Rancangan RKPTahun 2021

No Indikator Pcmbarrgunan Skenario 2020 Outlook 2020
1 Pertumbuhan ekonomi (Ufo) 5,2 - 5,5 -0,4 -2,3
2 Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,8 - 5,1 7,8-8,5
3 Angkakemiskinan (%) 8,5 -9,0 9,7-10,2
4 Rasio gini [indeks] 0,375 - 0,380 0,379-0,381
5 Indeks pembangunan manusia (IPM) 72,51 72,11-72,16

Tabe14.1
Indlkator Pembangunan _aslonal Tahun 2020

Sesuai dengan visi pembangunan, "Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berelawat, Mandirl, dan Berkepdbadian Berlandaslran Gotonl Royong", RKP
2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro
ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan
sebagaimana pada Tabel 4.1.

(5) Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan sasaran:
a. Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat;
h. Meningka.tnyapelayanan dan perlindungan WNIdan BHI di luar negeri;
c. Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap.

(2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan sasaran :
a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
b. Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi

(TIK);
c. Mcningkatnya ketahanan bencana di Pantai Utara Jawa;
d. Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau

untuk rumah tangga;

(3) Nilai tambah sektor rill, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan sasaran
meningkatnya Nilai Tambah, Investasi, Ekspor, Komponen Dalam Negeri dan
Lapangan Ketja Pada Sektor Unggulan Pertanian, Kemaritiman, Industri,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Digital;

(4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan sasaran :
a. Mencukupi kcbutuhan konsumsi pangan masyarakat;
b. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk

kebutuhan masyarakat dan perekonomian;
c. Terpenuhinya kebutuhan energi nasiona1;
d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
e. Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia;

. . . , PEl\lERINl AH KABl)Pi\ fEN'G'\RUT
. . ". . .
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a. Terwujudnya rnanusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan
berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan
umat beragama dalam kerangka demokrasi;

b. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: [I]
Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2)Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3)Meningkatnya
pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya
aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5)Meningkatnya peran pemuda dalam

RKPDProvinsiJawa Barat Tahun 2020merupakan tahun kedua pelaksanaan
RPJMDProvinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dengan visi pembangunan jangka
menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah "TerwuJudnyaJawa
Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", yang
diimplementasikan melalui 5 (lima)misi, yaitu:

1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran
masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;

2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif
melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis
lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas
wilayah dan penataan daerah;

4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomiumatyang sejahtera
dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat­
pusat inovasi serta pelaku pembangunan;

5} Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang
kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten Zkota.

Dari kelima misi RPJMDProvinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan
ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan
sasaran pembangunanJawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan ProviDsiJawa Barat Tahun
2020

Seiring terjadinya pandemi global COVID-19, maka perekonomian Indonesia

pad a tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan sebagai dampak pandemi

COVID-19 yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target sa saran
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKPTahun 2020, diperkirakan
akan mengaJami penyesuaian.
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Penetapan indikator kinerja pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 telah memperhatikan perkembangan keadaan dan kebijakan nasional,
Terhadap perkembangan keadaan berkaitan dengan teIjadinya penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada aspek kehidupan
masyarakat, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah
melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan
keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu
refocussing dan realokasi anggaran serta melakukan penghitungan kembali proyeksi

pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di
tingkat nasional

c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan
kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya
pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya
ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;

d. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang
berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik
yang mcndukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah
tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas
transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya
daerah otonomi baru unt.uk pemerataan pembangunan.

e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (I)
Meningkatnya kualitas lingkungan bidup dan pengendalian dampak perubahan
iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air
untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya
ketangguhan terhadap bencana.

f. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta
mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah
pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan
pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas
perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan
investasi.

g. Terwujudnya good governance dan whole of government, dengan sasaran: (1)

Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan
akuntabel; dan (2)Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi,
kabupatenjkota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan
integratif.

.... ',":'. .' • ..' P~l\..tERINTAH KABUPATEN GARUT
, .
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4.1.3. Tujuan daD Sasal'1Ul PembaDgUDaIl Kabupatell Garut Tahull 2020

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2020, merupakan rumusan
kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan
tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-
2024, yaitu "Garut Yang Bertaqwa, MaJu dan Sejahtera".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

.:. Bertaqwa: Terwujudnya masyarakatyang berakhlak mulia, menjunjung nilai­
nilai luhur agama dan budaya dalam kebidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara ber!andaskan Pancasila, diindikasikan

Sumber : Rancangan Perubahan RKPDProvinsi Jawa Barat Tahun 2020

I I T.•re;(·t 2020
Tarr~,'t Pe ruba ha n

Nh I lnd ika to r i1
.. " . j 2020'

I I

1 Indeks pembangunan Manusia (JPM) (poin) 71,91-72,52 71,5-71,9

2 ~u Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(~ 5,5- 5,9 -2,10-2,30

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (0/4 7,9-7,7 12,00-10,70

4 Inflasi (o/~ 2,50-3,50 4,00-2,00

5 Persentase Penduduk Miskin (O/~ 6,07-6,31 7,20·6,80

6 Indeks Gini (Pain) 0,37-0,38 0,40-0,38

7 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP){o/q 1,48 1,29-1,34

8 Indeks Williamson 0,664 0,664

9 Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) 3,SO 3,60-3,40

10 PDRe per kapita ADHK(Juta Rupiah) 30,29 29,83-30,69

11 PDRBper kapita ADHB(Juta Rupiah) 43,59 43.24-43,94
--

12 Pengeluaran per kapita Ribu (Rupiah/Orang/Tahun) 11.609,33 11.209,33 -
12.009,33

Tabe14.2
Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020

pendapatan. Menyikapi perkembangan keadaan dan kebijakan nasional tersebut,
maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator
kinerja pembangunan. Hal ini telah dilakukan dengan penyesuaiari/perubahan
indikator beserta target-target pembangunan dalam Indikator Makro Daerah
Provinsi Jawa Barat, Indikator Kinetja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)yang telah dikelompokkan menjadi 2 (dual
yaitu IKKtingkat dampak (impa~ dan IKKtingkat basil (outcome).

· .
PEMERlNTAH KABU,PATEN G,\RUT . ' •.

.: 'It .'
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Da1am rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah,
maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan
berbudaya.

2. Mewujudkanpelayanan puhlik yang profesionaldan amanah disertai tata kelola
pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Gambar 4.1
Kerangka Lop Pencapalan Visl Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Produloii,mi.; lambolt'
'dan Itaya sa'",; prOd");
url\1glJ~d&",ah

,. OPlfl!SPI(.' :

, lnd.t!i K'epue, , '
, 'Mssvarakat '

TlflQkat :(emVI"~lfliH·

11()!.j:"'atpe0g31'yQIJ ran

...__ ... _._ ....

, POKOK lI1S1

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu
memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam
pembangunan yang berkelanjutan.

•:. Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif,

dengan adanya perubahan perilalrudan budaya dalam lingkungan
kehidupan masyarakat.
Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu
menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi
sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam
proses pembangunan sehingga masyarakat memilikikemampuan
dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan
pertumbuhan ekonomiyang bemilai tambah tinggi.

" . ",,', • "', . PEI\I[RINTAH KABUPATEN,GARUT
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serta

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
a. Meningkatnyapengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
b. Meningkatnyaharapan hidup masyarakat;
e. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
d. Menurunnya kemiskina.ndan pengangguran;
e. MeningkatnyapengendaJianjumlah penduduk

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
profesionalismepelayanan publik, dengan sasaran:
a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
b. Meningkatnya tata. kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Dari keempat misi RPJMDKabupaten Gantt Tahun 2019-2024 tersebut,
dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan
daerah, sebagai berikut :

Gambar 4.2
Visl "aD Mlsi RPJMD KabupateD G_rut TahuD 2019-2024

24'NOIKA10R SA\AHAN

lI1.n;n,lrllt""" lcurNnJiri.n aIrMHNni
_~ Hrb~si' pDt.",; /(11,,11
t/~n indu,tri pcrt.n;IIn suU
p~riwi'rzt. y.n, HrdlllJII S/iin,
di,utlli pcn1.IDI•• n ,umbilr dllY<'
nlom .. csr« berA.ltlnjlJtrzn·.SASARAN

_ 1'- INDIKATOIIT1JIUAHRPJMO 2019-2024
P",da 1/2019· tgl. 22·7·2019

",,.wujut/Ic.n petri.,."",,, ,_" .. ",_
!I"n1 b.rit •• d''''n urU 1Iem""""",,
inlNrt",l!tur sesulli de"" duk",n, till"tI.". tlimpun, Iln,kun,lIn s.rtli rungs;
rUlln,••
lI1ewujudk.n pc"""''''' ptJIJIik 'I"'"
prt1kslon.' d,n .mll".11 dls.rt.; td.
IleklIa pcmeri"ullo" tI•• roll 'I"'" 1>11111
d,ln b.Ni"•"Gllrot

BUtIl4W1t,
h1l1ju Jan
Sejaltterll"

:.;.,.",.~;."'"-e: '.~ ...

lI1,wuJudlwn Icwliks lwIridu"."trNS,.... t ,,1m, ',lImis, Hlret,
• ,.rJtlS, d.n berbud',,11

DOKUMEN PfRENCANMN
. PEMBANGUNAN DMRAH

e RPJMD2006-2009
I !'erda3 / 200f.-IS'24-<l3- 2006o RPJMD2009-2014

• Perda7/2009- till. 7 - 7 - 2009
1 • Perda .12/2011 ItS Perubahan AtasI ~!'O"H""_'HOU

RPJMD2014·2019
P~rd. 3120141~1.2-7·l014

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan
infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi
ruang.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan
industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan
sumbcr daya alam seeara berkelanjutan..

PEMERINrAII KABUP~TEN Gi\RUT 1 . • • ", •
:.: ~. I ',. • I
~? .
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Rumusan tujuan dan sasaranpembangunan Kabupaten Garut yang hendak
dicapai pada tahun 2020 berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
disajikan pada tabe14.3.

3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas,
dengan sasaran :
a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat- pusat

perekonomian;
b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan

berkclanjutan;
d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sa.rana kawasan

pemukiman;
e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir;

4. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan
berkelanjutan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

5. Meningkatnya pcrekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing,
dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizimasyarakat;
b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal:
c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

, , ,',',', . . Pt:t\1ERINI "'.H KABUPATEN GARUT
, , .
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4.2.1 Telaah Priorit.s Pembangunan Kalona1 Tahun 2020

RKPtahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2020-2024. RPJMN2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)2005-2025, dan merupakan penerjemahan dari visi-misidanjanji Presiden­
Wakil Presiden terpilih tahun 2020-2024, dengan visi "TerwuJudnya Indonesia
MaJu yang Berdaulat, Mandin, dan Berkeprlbadian Berlandaskan Gotong­
Royont/', yang akan diwujudkan mela1ui sembilan Misi yang dikenal sebagai
Nawacita Kedua, meliputi:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
'1. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga.

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan
nasional. Olehkarena itu, pembangunan Kabupaten Garut merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD
Kabupaten Garut Tahun 2020 harus saling bersinergi dan bcrkesinambungan
dengan prioritas pembangunan dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP)Tahun 2020
maupun RKPDProvinsi Jawa Barat Tahun 2020.

4.2. Priorit .. PembaD&UnanTahun 2020

Dati ke-17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut

tahun 2020 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, sasaran

pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran
utama pembangunan nasional tahun 2020 dan sasaran pembangunan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan
kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari
pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan

pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia

usaha, media dan akademisi.
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Penjabaran dati tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas
pembangunan. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2020, telah ditetapkan 5
(lima)Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat
Indonesia dalam. menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk
perkembangan teknologi.

RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-
2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP
2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas",
yang dijabarkan ke dalam lima Prioritas Nasional (PN),yaitu yaitu: (1) Pembangunan
Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2)Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
(3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan
Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan.

Terdapat 5 (lima)arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan
misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu :
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan membangun SDM pekerja keras

yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur , dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang.
Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan
lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang
mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial
bagi.seluruh rakyat Indonesia.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

" , ' . . PErv1ERIN~AH KA,BUPA1EN G'}RUT
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2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Prioritas nasional infrastruktur dan pemerataan wilayah dilaksanakan untuk
menjamin seluruh wilayah: (1) Mendapatkan akses infrastruktur yang layak,
berkelanjutan, dan teIjangkau; (2) Menjamin keterhubungan kawasan prioritas
dan sistem jaringan utama logistik; serta (3) Mendorong percepatan dan
pemerataan kualitas akses dan optimalisasi pemanfaatan TIK.

3. NilaiTambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan KeIja

Prioritas nasional nilai tambah sektor rill, industrialisasi, dan kesempatan kerja
dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen
dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman,
industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif/ digital.

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

Prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup
dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian
lingkungan bidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan,
air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian,
keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Prioritas nasional stabilitas pertahanan dan keamanan dilaksanakan untuk
memastikan teriaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat,
meningka.tnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)dan
Badan Hukum Indonesia (BHI)di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum
dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkotika,
serta meningkatkan keamanan Siber.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RKPmerupakan upaya
menjaga kcsinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang
tanggap akan perubahan. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang
berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan
ekonomi nasional pada tahun 2020, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan
Barang dan -JasaDalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19),sebagai langkah untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran
yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19
melalui refocussinq kegiatan, dan realokasi anggaran dengan mengacu kepada
protokol penanganan COVID-19di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan

, "" \' ' , • . PEl\lERIN1AH.KABUPATEN G,\RUT ..
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Berdasarkan arab kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau
fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, adalah: "Pemantapan
Kesejahteraan Masyarakat dan Pe1ayanan PubUk me1a1ui percepatan
penallganan pandemi Covid-19". Tema tersebut memiliki. makna bahwa
pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 diarahkan untuk memantapkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Jawa
Barat dalam bingkai NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diarahkan untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah periode 2018-2023. Guna
mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan
dilaksanakan pada tahun 2020. Dariseluruh programperangkat daerah tahun 2020
dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran
pembangunan sekaligus dalam rangka mewujudkan program Jabar Juara dan
penanganan Covid-19 serta dampaknya. Program-program yang telah dipilih
selanjutnya disebut dengan programpembangunan daerah.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan fokus
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

4.2.2 Te1aah Priorlta& Pembangunan Provlnsi Jawa Barst Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal
serta perhatian khusus terdapat 6 (enam)isu strategis pembangunan Jawa Barat

Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;

2. Kemiskinan,pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan

daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomiyang berkelanjutan;

5. Reformasibirokrasi;
6. Pencegahan dan Penanggulangan Pandem.iCovid-19.

rencana operasional percepatan penanganan COVlD-19yang ditetapkan olehGugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

, " .', " ' , ' ' PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
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1. Mewujudkanmasyarakat bertaqwa :
a. 25 milyar untuk bantuan sarana danprasarana 5000 masjid
b. IS milyar untuk bantuan sarana dan prasarana pesantren salafiah
c. Meningkatkan alokasi insentif guru ngaji dari 2,4 milyarmenjadi 5 milyar
d. Peningkatan kualitas manajemen masjid
e. Membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan

masyarakat
f. Optimalisasi peran LembagaPendidikan keagamaan
g. Optimalisasi gerakan "maqhrib menqaji'

2. Mewujudkanpelayanan publik yang professional dan amanah :
a. Mudah, cepat dan tuntas dalarn segala bentuk pelayanan publik
b. Pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan

pemerintahan yang professional dan amanah
c. Mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel

3. Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata :
a. Menuntaskan 100%kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya
b. Membangunjalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan

4.2.3 Prioritas Pem.baDgUD81lKabupatell Garut Tahun 2020

Perumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun
2020, diantaranya disusun berdasarkan Program Prioritas 8 (delapan)janji Bupati
dan Wakil Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode
Tahun 2019-2024, meliputi hal berikut :

RP.JMDProvinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun prioritas pembangunan

dimaksud terdiri dari:

1+. Percepatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan dan sosial-

ekonomi;

1. Akses pendidikan untuk semua;

2. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;

4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;

5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;

6. Infrastruktur konektivitas wilayah;

7. Gerakan bangun desa (Gerbangdesa);

8. Subsidi gratis golekmah;

9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;

, .: ';'. .". PEI\1ERINTAH'KABUPATEN GARUT
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Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan
daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKPTahun
2020, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPDProvinsi Jawa Berst Tahun

c. Menuntaskan pembangunan dan renovasi Oedung kantor kecamatan, dan
UPf dinas

4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan
berprestasi :
a. Meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan
b. Bantuan serena dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk

komunikasi seni budaya
c. Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul

sesuai standar nasional
d. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW
e. Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang

berprestasi
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan teIjangkau:

a. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama
b. Penambahan kuota jaminan kesehatan
c. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional
d. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas

6. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal :
a. Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat desa/ kelurahan
b. Membangun kemitraan dalam pengelolaan lahan pemerintah
c. Pembangunan infrastruktur jalan ke laban pcrtanian
d. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok temak
e. Mendorong kemandirian Bumdes
f. Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan mikro

7. Pelestarian lingkungan hidup :
a. Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat
b. Menambah hutan kota dan taman kota
c. Melanjutkan program" kota tanpa kumuh"
d. Mcnciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah
e. Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni

8. Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan :
a. Peningkatan bantuan modal kepada kelompok usaha yang berbasis kaum

perempuan
b. Pembinaan kader posyandu
c. Mewujudkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan peran perempuan

I ..' " PEMERINTAH KA.BlJPATEN GARUT
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Secara umum, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,
maka kebijakan umum pembangunan kedepan diarahkan pada :

1. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika,
berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada
nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang
sejahtera lahir dan batin.

2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, potensi
sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata,
jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing.

3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan
dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non
ekonorni, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar
wilaya.h.

Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Garut tahun 2020 yang telah diuraikan sebelumnya,
perlu ditetapkan strategi dan arab kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan daerah.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan moral, etika, tanggungjawab sosial, serta kesetaraan genderdan

pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat serta sosiaL

4. Pengembangan dan pembangunan infrastrulctur antar wilayahsecara merata
dan Pemekaran WilayahOtonomiBaru.

5. Peningkatan nilai t.ambah ekonomi dari pemanfaatan basil pertanian,
industri dan perdagangan, serta pariwisata danjasa produktiflainnya.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang,
dan pengurangan risiko bencana.

7. Optimalisasi pelaksanaan Refonnasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan
akses pelayanan publik

8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.

2020, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka telah
dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2020 yang
merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat
diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap
sebagai berikut :

, . .:. :,: :, ' ' . PEI\1~RINTAH ~~BUPATEN GARUT
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Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut tahun 2020
mengacu kepada strategi dan arab kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk pencapaian target tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam
rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada
semangat penegakan supremasi hukum dan HAM,daerah yang kondusif,
aman, tertib dan tentram.

· ' " .,;,' , . PFMERfNTAH f<ARUPATEN GARUT
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Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah
dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD)Tahun 2020,
yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
PPD2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Bemgama, Budaya Gotong Royong,

Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
PPD3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan

gender dan pemenuhan hak anak;
PPD4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
PPD5 : Peningkatan nilai tambah ekon.omi sektor pertanian, industri,

perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana
dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema
pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2020,
dan seiring teIjadinya pandemi global Covid-19, maka perencanaan pembangunan
daerah tahun 2020, yang diarahkan kepada proses percepatan penanganan Covid-
19, sehingga tema RKPDKabupaten Garut Tahun 2020 mengalami penyesuaian
menjadi f'CPemeratruln pemba.ngunan untuk akselerasi keseJahteraan
masyarak(lt melaZui Percepatan Penanganan Pandemi Covld-19 dan
PemuUhan Ekonomi Daera.h", dengan fokus pembangunan pada penanganan
kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penguatan perlindungan sosial terutama
bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak
ekonomi akibat pandemi COVID-19, serta pembangunan infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mencapai tujuan
pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan
RPJMDKabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten
Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat mengeluarkan
beberapa kebijakan, antara lain : 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, RealokasiAnggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan 3)
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri
Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penangangan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)serta pengamanan Daya Bell Masyarakat
dan Perekonomian Nasional.
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Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah

disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020, dan prioritas pembangunan RKPDProvinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020, dengan
prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dan prioritas pembangunan provinsi
Jawa Barat Tahun 2020, disajikan pada tabel berikut:

8

Peningkatan
kinerja aparatur (1-7)

7

6 Peningkatan kualitas hidup, 6
pengendalian pemanfaatan ruang, dan

risiko bencana,

Peningkatan kualitas lingkungan hidup
dan pengurangan risiko bencana (1-6)

Peningkatan nilai tambah ekonomi
sektor pertanian, industri, perdagangan,
pariwisata dan jasa produktif lainnya
(1-5)

Peningkatan nilai tambah ekonomi dari 5
pemanfaatan hasil pertanian, industri dan
perdagangan, serta pariwisata dan jasa
produktif lainnya.

5

kualitas infrastruktur
wayah secara merata (1-4)

Pengembar .•,......u
infrastruktur antar wilayah secara merata
dan Pemekaran WilayahOtonomi Baru.

4

3 Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, perumahan
dan permukiman, ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan

Peningkatan moral, etika, tanggung jawab 2
somal, serta kesetaraan gender dan
pemenuhan hak anak,

2 Peningkatan Dukungan Kebidupan
Beragama, Budaya GotongRoyong,
Ketentraman dan Ketertiban serta Politik

1 Penurunan angka kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja (1-1)

Penanganan kemiskinan dan penciptaan
lapangan ketja.

1

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah
tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabe14.5
PeDjelasan Keterkaitan Isu Strategis clan

Prioritas Pembangunan Daerah TahuD. 2020

PPD6 : Peningk.atan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko
bencana;

PPD7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
PPD8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

I '
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PPD 1. Penurunan anlb kemlsldnan dan perluasan kesempatan kerja
Strategi dan arah kebijakan:
1) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan

sosial yang komprehensif, dengan arah kebijakan:
a. Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin terhadap akses

hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi

program bantuan sosia1; peningkatan pelayanan kesehatan dan
penguatan health security;

c. .Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
d. Pelayanan rehabilitasi sosia1;
e. Perlindungan sosial bagi korban bencana;
f. Pendampingan program bantu an pangan non tunai (BPfN);
g. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

2) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan
arah kebijakan :
a. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan,

dan terdampak Covid-19;
b. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan

kelompokwanita tani;
c. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri keci1;
d. Pelatihan kerja usaha mandiri berbasis pengembangan

perekonomian perdesaan;
e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha;
f. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat miskin;
g. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk.

3) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan
program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2020
diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas
yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah
kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari strategi dan arab kebijakan RPJMDKabupaten Garut Tahun 2019-
2024 yang disela.raskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2020
serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Kebijakan strategis dan sasaran yang
akan diwujudkan dari kedelapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD)Kabupaten
Garut tahun 2020, yaitu :
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Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPDl) penurunan angka kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja, melalui:
(1) Program pelayanan rehabilitasi sosia1;
(2) Program perlindungan danjaminan sosial;
(3) Program pemberdayaan sosial;
(4) Program pembinaan potensi sumber kesejahteman sosial dan jaringan

kesetiakawanan sosial;
(5) Program pcningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
(6) Program peningkatan kesempatan kerja;
(7) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

Sasaran yang akan diwujudkan adalah menurunnya kemiskinan dan
pengangguran.

a. Integrasi pelayanan dan rujukan perlindungan sosial (Layanan
Terpadu Rumah Harapan Masyarakat);

b. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi
Akademisi, Dunia Usaha, Kornunitas, serta Pemerintah di
kecamatan kantong kemiskinan.

4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan
kemiskinan, dengan arab kebijakan:
a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial

secara lembaga dan berkelanjutan;
b. Peningkatan kepedulian sosial masyarakat.

5) Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha :
a. Perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak

pandemi Covid-19;
b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui

pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja,
peningkatan pemagangan dalam dan luar negeri, uji kompetensi
tenaga kerja, pembinaan dan bintek akreditasi LPK;

c. Peningkatan la.pangan pekerjaan melalui pemberian ketja
sementara sistern padat karya (PKS-PK),penyelenggaraan job fair.;
pemberdayaan dan pembinaan kewirausahaan melalui TKMdan
TTG;

d. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha melaui koordinasi
dengan perusahaan (peIatihan, sertifikasi dan penempatan);

e. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis.
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PPD 2. Peningkatan dukungan kebidupan beragama, budaya gotoDg royon"
ketentramall clan ketertlban .erta politlk dan demokrasi
Strategi dan arah kebijakan:
1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama, dengan arah kebijakan:

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah (PPDl) juga mendapat
dukungan pelaksanan program yang sifatnya lintas sektor (rutting program)

dari Pri.oritasPembangunan Daerah (pPD)lainnya, diantaranya yaitu :
1) Program pembangunanjalan danjembatan;
2) Program peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

kabupaten;
3) Program peningkatan dan rehabilitasi jalan danjembatan desa;
4) Program pembangunan infrastruktur permukiman;
5) Program pengembangan perumahan;
6) Program peningkatan kualitas perumahan;
7) Program penataan kawasan permukiman perkotaan;
8) Program penataan kawasan permukiman perdesaan;
9) Program peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan rawan

pangan;
10)Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM;
11) Program penciptaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
12)Program peningkatan produksi hasil peternakan;
13)Program pengembangan budidaya perikanan;
14)Program pengembangan perikanan tangkap;
15)Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman

hortikultura berkelanjutan;
16)Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman

pangan berkelanjutan;
17)Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan

berkelanjutan;
18)Program Pengembangan IKM(Agro);
19)Program Pengembangan IKM(NonAgro).

(8)Program pengembangan wilayah transmigrasi;
(9)Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
(10)Programpemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
(11)Programpeningkatan kesejahteraan petani/ petemak;
(12).ProgramPenguatanKebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan.
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a. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
b. Peningkatan kualitas manajemen masjid;
c. Pemberian insentif guru ngaji;
d. Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan;
e. Optimalisasi Gerakan MagribMengaji;
f. Membangun nuansa akhlakul karimab di lingkungan pemerintah

dan masyarakat;
g. Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi"di sekolah;
h. Pengem.bangansekolah berbasis keagamaan;
1. Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh.

2) Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat;
b. Bantuan pembangunan infrastruktur dasar skala RW.

3) Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan,
dengan arah kebijakan :
a. Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
h. Peningkatan penanganan pelanggaran Perda;
c. Pemenuhan pelayanan atas yang terkena dampak gangguan

Trantibum akibat penegakan hukurn terhadap pelanggaran Perda
dan Perkada;

d. Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat.
4) Penguatan ketahanan budaya dan mentalitas yang maju, modern, dan

berkarakter, dengan arab kebijakan :
a. Optimalisasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan

bangsa terhadap NKRI;
b. Peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipi.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya pengamalan nilai­
nilai keagamaan dan budaya daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPD 2) peningkatan dukungan kehidupan
beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik
dan dcmokrasi, melalui:
(1) Program peningkatan kehidupan beragama;
(2) Program peningkatan pendidikan agama;
(3) Program bina aparatur dan aset pemerintah desa;
(4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi

masyarakat;
(5) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;

. .
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PPD 3. PeniDgkatan lmaUta. pe1ayanan pendidlkaD, kesehatan, KB, keaetaraan
gender dan pemenuhan hak anak sena pemuda dan olah raga
Strategi dan arab Kebijakan :
1) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan arab

kebijakan :
a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui :

(1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik kesetaraan,
PAUD,SD dan SMP;

(2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
(3) Penguatan pendidikan karakter peserta didik.

b. Pemerataan akses dan wajib belajar 12Tahun, melalui:
(1) Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah
(2) Rumab Cerdas Satu Desa Satu KelompokBelajar (One Village

One Kober)Paket B-C;
c. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga

kependidikan, melalui insentif tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan non PNS;

d. Penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola
pendidikan, melalui :
(1) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan

tenaga kependidikan;
(2) Penghargaan siswa dan guru berprestasi;
(3) Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya

lingkungan.
2) Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya

masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan arab kebijakan:
a. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b. Pengembangan budaya kegemaran membaca;
c. Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah;

(6) Program penegakan Perda dan Perkada;
(7) Program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
(8) Program. pemberdayaan perlindungan masyarakat;
(9) Program pengembangan profesionalisme Satpol PP;
(10)Program bina ketahanan bangsa;
(11)Program kewaspadaan dini daerab;
(12)Programbina politik dalam negeri.
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d. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi

dan komunikasi;
e. Pengembangan koleksi perpustakaan dan penguatan konten literasi;
f. Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis

inklusi sosial;
g. Pengembangan kemitraan danjejaring perpustakaan;
h. Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan;
i. Pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan.

3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta, dengan arah kebijakan :
a. Optimalisasi SIJERUK(SistemJejaring Rujukan];
b. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
c. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama;
d. Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional;
e. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas;
f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;
g. Pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam

menurunkan AngkaKematian Ibu dan Bayi;
h. Penanggulangan stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode

tiap rumah;
i. Peningkatan kemandirian masyarakat daJam upaya kesehatan

promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu);
j. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS);
k. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
m. Peningkatan kualita.s layanan kesehatan RSUD;
n. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak;

4} Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
organisasi dan berwirausaha, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi,

dan kewirausahaan pemuda;
b. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;

5) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga dalam rangka mendukung
gerakan masyarakat hidup sehat di keluarga, satuan pendidikan dan
masyarakat, dengan arah kebijakan:
a. Pembangunan sarana olahraga Ciateul;
b. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW;
c. Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi;

. '. ·PEII.1ERINT ~H I,ABUP~TE!\J G,\RUT
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menuju keluarga sehat sejahtera.
9) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak:

a. Pengcmbangan kampung, desajkelurahan dan kecamatan Ramah
Anak;

b. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat
pelayanan publik.

lO}Peningkatan ketahananan keluarga, dengan arab kebijakan:
a. Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga rentan;
b. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan

pengembangan pusat informasi konseling remaja;
c. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
11) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependud ukan,

dengan arab kebijakan :

a. Peningkatan pelayanan KBgratis bagi keluarga miskin;
b. Peningkatan kualitas advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

(KIE) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),
serta penanggulangan stunting di seluruh tingkatan wilayah;

c. Peningkatan kua1itas pengelolaan pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber- KB;

d. Peningkatan pemn institusi masyarakat;

peran perempuan dalam
peningkatan peranan wanita

d. Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan;
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

6) Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak, dengan arah
kebijakan :
a. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
b. Penguatan regulasi.

7) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak
kekerasan, dengan arah kebijakan :
a. Penyediaan data. dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan

(Ktp) dan anak;
b. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus;
c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan;
d. Penguatan lembaga P2TP2A;

8) Peningkatan kualitas hidup dan
pembangunan, dengan arab kebijakan

. .. . . •. • PEMERINTAH KARUPATEN GARUT
. •. I •



Perubahan RKPDKabupaten Garut Tahun 2020IV· so

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPO3) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan, KB,kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda
dan olah raga, melalui:
(1) Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan

kesetaraan;
(2) Program peningkatan akses pendidikan anak usia dini;
(3) Programpeningkatan akses pendidikan SO;
(4) Program peningkatan akses pendidikan SMP;
(5) Program peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu

pendidikan PAUO;
(6) Program peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu

pendidikan SO;

(7) Program peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu
pendidikan SMP;

(8) Programpeningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal;
(9) Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan;
(10) Programmanajemen pelayanan pendidikan;
(11) Program pengembangan budaya baca dan pembin.aanperpustakaan;
(12) Program pengembangan bahan pustaka;
(13) Programobat dan perbekalan kesehatan;
(14) Program upaya kesehatan masyarakat;
(15) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
(16) Program perbaikan gizimasyarakat;
(17) Programpengembangan lingkungan sehat;
(18) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
(19) Programpelayanan kesehatan penduduk miskin;
(20) Program peningkatan pelayanan BLUO;

e. Pengembangan Kampung KB;
f. Peningkatan KIEdan advokasi;
g. Peningkatan hubungan kelembagaan;
h. Penguatan integrasi data administrasi kependudukan dan informasi

kependudukan termasuk penguatan pemetaan pengendalian
penduduk.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya harapan hidup masyarakat
b. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
c. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
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PPD4. PeniDpatan Imatitaa mf'rastruktur wUayah aecara merata
Strategi dan arah kebijakan :
1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur

transportasi, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas antara pusat

kegiatarr/pusat pelayanan dan pusat kegiatanj'pusat pelayanan
dengan kawasan strategis, dengan kriteria :
1) Ruas jalan menghubungkan antara PKL- PKL;
2) Ruas jalan menghubungkan antara PKL- PPK;
3) Ruas jalan menghubungkan antara PPK-PPK;
4) Ruas jalan menghubungkan antara PKL- Kawasan Strategis

Kabupaten;
5) Ruas jalan menghubungkan antara PPK - Kawasan Strategis

Kabupaten;

mata;
(28) Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
(29) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakitj rumah sakit jfwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
(30) Program peningkatan pelayanan BLUD;
(31) Program pening.kat.anperan serta pemuda;
(32) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
(33) Program kesejahteraan dan sarana prasaran.a kepemudaan dan

keolahragaan;
(34) Program kesetaraan dan keadilan gender;
(35) Program pemenuhan hak anak;
(36) Program ketahanan keluarga;
(37) Program keluarga berencana;
(38) Program pengembangan data keluarga;

(21) Program mutu pelayanan kesehatan;
(22) Program sumber daya manusia kesehatan;
(23) Program pelayanan kesehatan keluarga;
(24) Program kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
(25) Program upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
(26) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana fasilitas

kesehatan;
(27) Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana labkesda,

rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
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b. Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan desa tertinggal
a.tau terisolir dengan pusat pertumbuhan untuk mempercepat
distribusi barang dan mobilitas pergerakan manusia, meialui
pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dengan kriteria
ruas jalan menghubungkan atau membuka wilayah desa tertinggal
atau terisolir;

c. Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas dalam mendukung
pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi, dengan kriteria
penentuan ruas jalan prioritas :
1) Ruasjalan menghubungkan ke kawasan industri;
2) Ruas jalan menghubungkan ke sentra industri keeil/home

industri;
3) Ruas jalan menghubungkan ke potensi wisata;
4) Ruasjalan menghubungkan ke potensi pertanian (jalan produksi);
5) Ruas jalan menghubungkan ke agrowisata;

d. Penguatan pengendalian dan pengamanan laiu lintas;
e. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
f. Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemaeetan.

2) Pengembangan SPAMdan pengelolaan sanitasi memenuhi pelayanan
minimal dan universal acres, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan cakupan. layanan air minum. melalui jaringan

perpipaan dan non perpipaan
b. Penyediaan air baku yang andal dan.berkelanjutan
c. Peningka.tan kapasitas penyelenggara SPAM
d. Peningkatan pemenuhan. akses terhadap sanitasi
e. Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi

3) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan
arah kebijakan :
8.. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air

(pembebasan lahan sumber air);
b. Peningkatan kinerja jaringan irigasi dan pengelolaan layanan air

untuk domestik, industri dan pertanian untuk mendukung
peningkatan indeks penanaman, dengan kriteria penentuan lokasi
prioritas yaitu pembangunan jaringan irigasi dan embung pada
lokasi KP2B,pembangunan jaringan irigasi dan embung pada lokasi
sent.ra pertanian;

c. Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan.
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4) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan tata ruang
daerah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)untuk pembangunan dan
pengembangan kawasan potensi ekonomi, dengan kriteria penentuan
lokasi prioritas:
- Lokasi peoyusunan RDTRpada pusat kegiatan lokal (PKL);
- Lokasi penyusunan RDTRpada kawasan strategis kabupaten (KSK);
- Lokasi penyusunan RDTR pada kawasan cepat tumbuh dan

berkembang (kawasan industri, poteosi pariwisata).
5) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan tata ruang

daerah Rencana RinciTata Ruang (RRTR)untuk perlindungan kawasan
pertanian pangan berkeJanjutan, dengan kriteria penentuan lokasi
prioritas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

6} Peningkatan kualitas perumahao dan liogkungan permukiman
penuojang produktivitas masyarakat, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

perumahan (RTP,TPU,Jalan Lingkungan, Drainase, dill;
h. Pengelolaan keaoekaragaman hayati (Kehati);
c. Peogembangan permukiman, antara lain pembangunan dan

pengembangan infrastruktur kawasan permukiman, pembangunan
dan rebabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program;

d. Pengelolaan dan pengembangan sistem peoyediaan air minum
melalui Pembangunao SPAMdi kawasan perdesaan [jaringan air
mioum);

e. Peogelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui
pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPAL);

Kriteria penentuan lokasi prioritas yaitu lokasi kawasan kumuh
perkotaan, lokasi lingkungan permukiman produktif (agrowisata, sentra
kerajinan, sentra home industri],

7) optimalisasi program padat karya dan swakelola pengadaan jasa
konstruksi dalam menciptakan lapangan keIja bagi masyarakat miskin,
dengan arah kebijakan :
a. Peniogkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

permukiman;
b. Pengembangan permukiman, diantaranya pmsarana, sarana dan

utilitas permukiman;
Kriteria peneotuan. lokasi prioritas yaitu ;

Desa dcngan masyarakat miskin dan rawan miskin cukup besar;
Mengurangi kesenjangan dan pemerataan pembangunan.
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Kriteria khusus jenis konstruksi yaitu konstruksi sederhana dengan
pemanfaatan materiallokal.

8) Pemenuhan lingkungan hunianjlingkungan permukiman layak huni
dalam rangka penanganan permukiman kurnub, kemiskinan, stunting,
penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan
implementasi adaptasi kebiasaan bam, dengan arab kebijakan:
a. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

perumahan (RTP, TPU, jalan lingkungan, drainase, cUl);
b. Peningkatan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi program;
d. Pengelolaan Sampah;
c. Pembangunan SPAMdi kawasan perdesaan (jaringan air minum).
Kriteria penentuan lokasi prioritas, yaitu :

I

Lokasi penanganan permukiman kumuh dan cegah kumuh sesuai
SK;
Lokasi kantung kemiskinan;
Lokasi desa dengan kasus stunting;
Lokasi dengan kasus AKIjKB;
Lokasi sekolah rawan air bersih dan sanitasi dalam rangka
implementasi AKB.

9) Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak
teknis, dengan arab kebijakan :
a. Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas

Umum;
b. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung.

10) Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan:
a. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
h. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
d. Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan

11) Peningkatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan
kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan
ekonomi, menunjang penyebarluasan informasi, dan pelayanan publik,
denganarab kebijakan :
a. Pengembangan e-Govemment di lingkup Pemerintah Daemh;
b. Pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah;
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Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat­

pusat perekonomian;
h. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan

sanitasi Jayakdan berkelanjutan;
d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan

pemukiman;
e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pernbangunan daerah (PPD 4) peningkatan kualitas infmstruktur wilayah
secara merata, melalui:
(1) Program pembangunanjalan danjembatan;
(2) Program peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaJan dan

jembatan kabupaten;
(3) Program peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan desa;
(4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya;
(5) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau

dan sumber daya air Iainnya;
(6) Program pengendalian banjir;
(7) Program pembangunan infrastruktur pennukiman;
(8) Program pengembangan perumahan;
(9) Program peningkatan kualitas perumahan;
(10) Program penataan kawasan permukiman perkotaan;
(11) Program penataan kawasan permukiman perdesaan;
(12) Program pengembangan potensi desa;
(13) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
(14) Program rehabilitasi pembangunan dan pemeliharaan penerangan

jalan umum (PJU);
(15) Program peningkatan pelayanan angkutan;
(16) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
(17) Program peningkatan keselamatan perhubungan;
(18) Program pembinaan dan pengembangan ketenagaJistrikan.

c. Pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan
kemitraan lembaga komunikasi di daerah.
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PPD S. Peningkatan nUaI tambah ekonoml sektor pertanian, iDdustrl,
perdacangan, pariwisata dan jasa produktif labmya
Strategi dan arab Kebijakan :
1) Peningkatan ketahanan pangan dengan arab kebijakan peningkatan

ketersediaan, akses, distribusi, dan keamanan pangan.
2) Percepatan pertumbuhan industri dan daya saing pelaku usaha

perdagangan, dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan IKM Agro dan Non-Agro melalui peningkatan

industri kreatif, pembinaan IKM, menumbuhkan wirausaha baru,
pengembangan klinik industri, dan pengembangan sistem inovasi
teknologi industri;

b. Peningkatan aksesibilitas terhadap pasar;
c. Peningkatan unit usaha Industri dan kemitraan industri;
d. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan;
e. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok;
f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan;
g. Pembenahan iklim usaha perdagangan;
h. Peningkatan promosi produk IKM;
i. Peningkatan dan pengembangan perdagangan ekspor melalui

identifikasi produk potensial ekspor, peningkatan kapasitas
pelaku usaha, pembangunan rumah kreatif IKM, pengadaan
kelengkapan mobil promosi dan produk IKM, promosi produk,
pameran dan Temu Bisnis;

j. Perlindungan konsumen dan tata niaga, serta penggunaan produk
dalam negeri.

3) Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan
arah kebijakan :
a. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, kapasitas usaha serta

produk;
b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan pasar;
c. Peningkatan nilai tambah produk danjangkauan pemasaran;
d. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

4) Peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian, perikanan dan
kelautan, dengan arah kebijakan:
a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan laban

terlantar;
b. Peningkatan intensifikasi laban pertanian;
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c. Meningkatkan kualitas SDMpertanian, perikanan, meningkatkan
kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan;

d. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri
pengo~jkonsurnen;

d. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan;
dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi
perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi
pemanfaatan waduk yang terbangun;

e. Peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil
pertanian komoditi unggulan;

f. Optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya;
g. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pembudidaya

ikan/pokdakan yang berbadan hukum untuk mengakses bantuan
Pemerintab;

h. Fasilltasi peningkatan akses pelaku utamajusaha perikanan
terhadap permoda1anuntuk meningkatkan skala usaha;

i. Penerapan modernisasi pertanian;
j. Optimalisasi peran POKMASWASdalam mendukung pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan;
5) Peningkatan kunjungan wisata, dengan arab kebijakan :

a. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas serta atraksi di
destinasi pariwisata;

b. Peningkatan pemasaran pariwisata;
c. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam

industri pariwisata;
d. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata;
e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan

kepariwisataan daerah;
f. Pengembangan desa wisata dan agrowisata;
g. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor

pariwisata;
h. Peningkatan pemajuan kebudayaan;

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPD peningkatan nilai tambah ekonomi sektor
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pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya

melalui:
(1) Program peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan rawan

pangan;
(2) Program penguatan distribusi dan peningkatan akses pangan;
(3) Program peningkatan kualitas dan penganekaragaman konsumsi

pangan;
(4) Program peningkatan keamanan pangan;
(5) Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
(6) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
(7) Program peningkatan kualitas pasar rakyat;
(8) Program pengembangan IKM(Agro);
(9) Program pengembangan IKM(NonAgro]:
(lO) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM;
(11) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
(12) Program pembinaan dan pengawasan koperasi;
(13) Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM
(14) Program peningkatan kualitas bahan baku;
(15) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman

hortikultura berkelanjutan;
(16) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman

pangan berkelanjutan;
(17) Program pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
(18) Program. pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan

pertanian;
(19) Program pembinaan lingkungan sosial;
(20) Program. peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing

perkebunan berkelanjutan;
(21) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan;
(22) Program pengembangan budidaya perikanan;
(23) Program.pengembangan perikanan tangkap;
(24) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi

perikanan;
(25) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

(26) Program Peningkatan Kesejahieraan Pelani/ Petemak;
(27) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit terna.k;
(28) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
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PPD 6. Peningkatan kualitas Uugkungan bidup dan pengurangan risiko bencan.
Strategi dan arab. kebijakan :
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan

ketahanan kesehatan masyarakat, dengan arab kebijakan :
a. Peningkatan pengelolaan sampah, melalui pengelolaan timbulan

sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan, revitalisasi fungsi TPA dan pembangunan TPA
Wilayah;

b. Pengendalian pencemaran, melalui optimalisasi fungsi pengelolaan
air limbah, penanganan limbah B3, dan limbah medis;

c. Peningkatan tutupan vegetasi laban, melalui optimalisasi program
konservasi dan penataan ruang terbuka hijau;

d. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, melalui melalui
inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim., dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi
penurunan GRK;

2. Peningkatan ketahanan bencana, dengan arah kebijakan :
a. Perbaikan sistem ketahanan bencana, dengan arab kebijakan

peningkatan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
serta peningkatan kapasitas dan koordinasi ke1embagaan;
Pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang
kesehatan, melalui penyusunan protokol sistem peringatan dini
pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi
penyebaran wabah penyakit di masa depan, peningkatan deteksi
dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas
serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat
terutama pada masa status kedaruratan kesehatan;

b. Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat, dengan arah
kebijakan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana),
peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan

(29) Program peningkatan pemasaran basil produksi peternakan;
(30) Program pengembangan nilai budaya;
(31) Program pengelolaan kekayaan budaya;
(32) Program pengelolaan keragaman budaya
(33) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
(34) Program pengembangan destinasi pariwisata;
(35) Program pengembangan kemitraan pariwisata;
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Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPD6) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan
pengurangan risiko bencana, melalui:
a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
b. Program pengelolaan ruang terbuka hijau;
c. Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
d. Program pengendalian pencemaran air;
c. Program peningkatan penyelesaian kasus lingkungan;
f. Program peningkatan kinerja laboratorium lingkungan;
g. Program pencegahan dampak lingkungan;
h. Program pengendalian pencemaran udara;
i. Program konservasi lingkungan;
j. Program pengelola.anareal pemakaman umum;
k. Program perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
1. Program pembinaan pengembangan dan pengawasanjasa konstruksi;

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:
a. Mcningkatnya kualitas lingkungan hidup.
h. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang
mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana
bcrdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal
kepada masyarakat dan aparat;

c. Penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan
bersama kejadian bencana, dengan arab kebijakan melalui
penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi
lainnya;

d. Penguatan sistem operasi tanggap darurat, dengan arab kebijakan,
yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor dan
multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang
termutakhir, mudah d.iakses puhlik, transparan, dan berbasis satu
referensi; serta (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan
dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi
dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat
pemulihan kondisi menjadi Iebih baik..

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arab.
kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang;
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PPD 7. Penillgkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur
Strategi dan arah kebijakan :
1. Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik,

dengan arah kebijakan :
a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai;
b. Peningkatan integritas dan kualitas SDMpelayanan;
c. Penyusunan SOPdan Standar pelayanan publik;
d. Pemantapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2. Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan, dengan arab
kebijakan:
a, Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis TI;
b. Pelaksanaan One Agency One Innovation;
c. Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan publik.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dengan
arab kebijakan:
a. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit

penyelenggara publik;
b. Survei Kepuasan Masyarakat.

4. Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik,
dengan arah kebijakan :
a. Penguatan monevkinerja pelayanan publik;
b. Penerapan reward andpunishment pelayanan publik.

5. Pcningkatan kualitas APBD,dengan arah kebijakan:
a. Sinergitas perencanaan dan penganggaran;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektifdan efisien;
c. Peningkatan keandalan laporan keuangan;
d. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kineIja instansi
pemerintah, dengan arab kebijakan :
a. Penerapan e-govemment dan open government;

umum;
n. Programpengawasan dan pengendalian pembangunan gedung;
o. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
p. Programkedaruratan dan logistikbencana;
q. Programpencegahan.dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

m. .Programpembangunan/ peningkatan gedung pemerintah dan fasilitas
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Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPD7) peningkatan pelayanan publik dan kinerja

aparatur, melalui:
(I) Program penataan administrasi kependudukan
(2) Program peningkatan pelayanan pengaduan
(3) Program peningkatan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya

alam
(4) Program peningkatan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial
(5) Program peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal
(6) Program penyelenggaraan PATEN
(7) Program.penataan kualitas pelayanan publik
(S) Program. pengembangan sarana dan prasarana pemad.am kebakaran

dan penyelamatan
(9) Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya

kebakaran dan penyelamatan
(10) Program. peningkatan pencegahan bahaya kebakaran dan

pemberdayaan masyarakat
(11) Program penegakan integritas
(12) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan
(13} Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH
(14) Program penataan kebijakan pemerintah daerah
(15) Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
(16) Program peningkatan pelayanan acara kedinasan
(17) Program peningkatan koordinasi pemerintahan
(IS) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
(19) Program penataan peraturan perundang -undangan
(20) Program. penataan tatalaksana
(21) Program penyempurnaan dan penataan kelembagaan
(22) Program pengendalian pembangunan
(23) Program pengendalian pengadaan barang dan jasa
(24) Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah

b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan

evaluasi kinerja.
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(25) Program pembinaan BUMDdan lembaga keuangan non perbankan
(26) Program penataandaerah otonomi bam
(27) Program penegasan batas daerah
(28) Program pembakuan nama rupa bumi
(29) Program dukungan fasilitasi kinerja DPRD
(30) Program peningkatan peran dan fungsi legislasi DPRD
(31) Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat

daerah
(32) Program pengembangan data/informasi
(33) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah
(34) Program perencanaan pembangunan daerah
(35) Program perencanaan pembangunan ekonomi
(36) Program perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan
(37) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
(38) Program perencanaan sosial budaya
(39) Program perencanaan tata ruang
(40) Program penatausahaan keuangan daerah
(41) Program penyusunan anggaran daerah
(42) Program penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah
(43) Program pengelolaan barang milik daerah
(44) Program penelitian dan pengembangan
(4S) Program peningkatan kompetensi aparatur
(46) Program pengadaan ASNdan pengembangan informasi pegawai
(47) Program penataan karir PNS
(48) Program peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
(49) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
(50) Program pengelolaan informasi Publik
(51) Program pengelolaan statistik sektoral
(52) Program pengembangan jaringan infrastrukur daemh
(53) Program pengelolaan aplikasi informatika
(54) Program penyelenggaraan komunikasi publik
(55) Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah
(56) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
(57) Program pengelolaan arsip dinamis
(58) Program pengelolaan arsip statis
(59) Program penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan
(60) Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
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Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah (PPD 8) peningkatan investasi dan pendapatan
daerah, melalui:
(1) Program peningkatan promosi penanaman modal;
(2) Programpeningkatan realisasi minat penanaman modal;
(3) Program penataan regulasi menanaman modal.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya realisasi investasi
daerah dan pendapatan daerah.

PPD 8. Peningkatanmvestui dan pendapatan daerah
Strategi dan arah kebijakan :
1. Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arab

kebijakan :
a. Penciptaan ikliminvestasi dan.iklimusaha yang lebih berdaya saing;
b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha;
c. Pengembangan layanan perijinan bagi.investor dan pengusaha;
d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi.

2. Peningkatan Pendapatan AsliDaerah, dengan arab kebijakan :
a. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi

daerah;
b. Penyusunan roadmap peningkatan penerimaan pajak;
c. Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
d. Penguatan ITpendapatan daerah.

Dalam rangka pencapaian sasara prioritas pembangunan daerah (PPD 7)
peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, juga ditunjang oleh
program penunjang urusan pemerintah daerah, yaitu :
(1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
(2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
(3) Program. peningkatan disiplin aparatur;
(4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
(5) Program peningkatan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi;
(6) Programpeningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;
(7) Program peningkatan perencanaan SKPD;
(8) Program perencanaan dan pelaporan keuangan.

(61)Program pemberdayaan masyarakat di kelurahan
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Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu
rentang kendall yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam
pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten
(KSK)Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

A. Kawasan Yang MemllUd Nllai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap
pertum buhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain:

1. Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang
memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu
penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan
pengembangan wilayah sekitar dan menyelarasan struktur dan pola
ruang, serta arab. pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling
mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi
Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi,
Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan
perkotaan difokuskan pada :
1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka
dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut
mengacu arab. pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor29
Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayahKabupaten Garut Tahun 2011-
2031yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh
agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkclanjutan, serta berbasis
mitigasi bencana.

4.3. Kebijakan PembangunaD. Kewilayahan Tahun 2020

(4) Programpeningkatan pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi

daerah;
(5) Programpeningkatan pelayanan pajak daerah;
(6) Programpeningkatan ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
(7) Program.peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah;
(8) Programpeningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah;
(9) Programpeningkatan pengelolaan teknologiinformasi pajak daerah.
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3. Kawasan Perbat_an Baatan Utara (Balubur Limbanp.n - Ma1anpong),
dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi
cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten

2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap 11;
4) Perencanaan pembangunan terminal tipe Aperkotaan kota Garut;
5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan

Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
10}Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
11) Pengembangan Islamic Centre;
12)Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi TipeB Pendidikan;
13)Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
14)Pengembangan industri kreatif;
IS}Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP)

dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
16)Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
17)Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;

2. Kawasan Koridor Kadungora - Leles - Garut, dengan kriteria sebagai
kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh
terha.dap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu
penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di
Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan
ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas
infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora,
Leles,TarogongKaler dan TarogongKidul. Pengembangan, pembangunan
kawasan ini difokuskan pada :

1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan

Kadungora
5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
6) Pengembangan induetri kreatif;
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Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan
pengaruh dan pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi­
Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk
persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi
Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan
Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian
utara difokuskan pada :
1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri.

terpadu;
2) Peningkatan akses jalan penghubung an tar kecarnatan;
3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
4) Pembangunan jalan alternatif Garut - Cibatu;
5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah:
8) Pengembangan industri kreatif;
9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut
10) Pengembangan village breeding centre di Garut Utara;
II} Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan

Malangbong;
12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan

Selaawi;
13)Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
14)Pembangunan jalan altematif Limbangan - Malangbong;
15)Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. Kawasan Perhata.an Saaian Timur (SinaaJa,.. dan .. ldtarnya), dengan
kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa
perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu
perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai,
sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah.
Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya,
Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan
perbatasan bagian timur di fokuskan pada :

1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta
konservasi sumberdaya air;

2) Elektriftkasi rumah tangga;
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3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat eli daerah rawan pangan;
8) Pengembangan desa mandiri pangan;
9) Pengembangan villagebreeding centre di Garut Selatan;
lO}Pengembangan sent:ra-sentra industri kecilmenengah;
11)Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
12)Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
13)Perencanaan Pembangunan TPAWilayahBanjarwangi.

5. Kawasan Perbatasan Baglan Barat (CaringiD - Cisewu ~ TalegollC),
dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan
kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa
sebagian besar memilikifungsi sebagai kawasan lindung. Kondisiini perlu
strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang
diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di
sekitamya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap
konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung
dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin,
Cisex...u dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk
pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan
lereng rata-rata 250/0 hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki
fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam
memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan
kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :

1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta

konservasi sumberdaya air;
5) Elektrifikasi rumah tangga;
6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
9) Pengembangan desa mandiri pangan;
10}Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
11)Perencanaan Pembangunan TPAWilayahCaringin.
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7. Kawasan MinapoHtan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor
unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan.Ruang lingkup wilayah meliputi
Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja,
Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan
ini difokuskan pada:

1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan­
Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;

2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan­
Banyuresmi;

6. Kaw8S8.IlAgJ'opoHtan Cisurupan dan seldtarnya, dengan kriteria sektor
unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi
untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi
Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong.
Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya
difokuskan pada :

1) Pembangunan lnfrastruktur Desa dan Perdesaan;
2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta

konservasi sumberdaya air,
3) Elektrifikasirumah tangga;
4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
5) Pengembangan industri kreatif;
6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan

sekitarnya;
8) Pengembangan KawasanAgropolitanJagung;
9} Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
10)Pengembangan desa mandiri pangan;
11)Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
12)Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan

Cikajang;
13)Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih

kentang dan padi ketan;
14)Pengembangan komoditas unggulanjeruk Garut;
IS} Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)Darajat;
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3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
5) Pengembangan desa mandiri pangan;
6) Pengembangan minapolitan di Keeamatan Tarogong Kaler dan daerah

sekitarnya;
7) Pengembangan sentra-sentra industri keeil menengah;
8) Pengembangan industri kreatif;

8. Kawasan Koriclor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai
Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridomya
termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dulrungan jaringan
prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan
berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan
ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang Iingkup wilayah
meliputi Keeamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng,
Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap
perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian
selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang
kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini
difokuskan pada :

1) Perencanaan Pembangunan TPAWilayah Pameungpeuk;
2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang - Cijayana dan Bungbulang-

Sukarame;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar keeamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
6) Peningkatan produksi hasillaut melalui pengembangan sarana dan

prasarana penangkapan dan areal tangkap;
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pengembangan sentra-sentra industri keeil menengah;
9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
10)Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
11) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;
12)Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan Yang MemiHki NiJai Strategis dad Sudut Kepentlngan Sostal
Budaya
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sud ut kepentingan sosial budaya
di Kabupaten Garut, adalah :

"'," " ' PEI\1ERINr~H I\"\BUP-HEN (,,\RUT
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1) Kaw&Saneagar Budaya Kampung AUt Dukuh. Kriteria sebagai Tempat
pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang
memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu
penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang
dilandasi budaya religi.yang kuat, pelestarian eagar budaya, dan tempat
perlindungan peninggalan budaya.

2) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo. Kriteria sebagai Tempat
pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang
memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu
penanganan yaitu mempertahankan suasana alarn dan tradisi yang
dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian eagar budaya, dan tempat
perlindungan peninggalan budaya.

C. KaWlUlan yang Meml1lld lfilal atrategi. P'uDgst dan Day. DukuDg
Llngkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Clpanas, dengan kriteria
sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air
dan kawasan rawan bencana alamo Isu penanganan yaitu meningkatkan
potensi objekwisata alam yaitu pemandian air panas dan TamanWisata Alam
sehingga menjadi potensi kawasan yang eepat tumbuh dan berkembang,
menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana
penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki.nilai strategis
lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten.
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Jenis pelayanan dasar pada SPMpendidikan daerah kabupaten terdiri alas:
a) pendidikan anak usia dini;
b) pendidikan dasar; dan
c) pendidikan kesetaraan.

2. Uru.al1 Bidang Kes.hatan
1) Upaya Kesehatan;
2) Sumber Daya Manusia (SDM)Kesehatan;
3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPMkesehatan Daerah kabupaten terdiri atas:
a) pelayanan kesehatan ibu hamil;

1. Uru.an Bidaag Pendidikau:
1) Manajemen Pendidikan;
2) Kurikulum;
3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4) Perizinan Pendidikan
5) Bahasa dan Sastra

Program pembangunan daerah Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah,
penyusunan RKPDTahun 2020 berdasarkan arab kebijakan pembangunan daerah
dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arab
kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Stander Pelayanan
Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
sosial sebagai berikut :

4.4. Pemenuhall Standar Pe1ayaDSn Minimal (SPM)
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4. UruBan Bidang Perumaban Rakyat dan Kawasan Permuklmall;
1) Perumahan;
2) Kawasan Permukiman;
3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kurnub;
4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);

3. Urusan Diclang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruane
1) Sumber Daya Air (SDA);
2) Air Minum;
3) Persampahan;
4) Air Limbah;
5} Drainase;
6) Permukiman;
7} BangunanGedung;
8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
9) Ja1an;
10) Jasa Konstruksi;
11) Penataan Ruang.

Jenis pelayanan dasar pada SPM peketjaan umum Daerah kabupaten terdiri
atas:
a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d) pelayanan kesehatan balita;
e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
t) pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h} pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
1) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan

daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat
peningkatanj' promotif dan pencegahan/ preventif.
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Jenis pelayanan dasar pada SPMsosial Daerah kabupaten terdiri atas:
a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d} rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis

di luar panti; dan
e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana bagi korban bencana kabupaten.

6. Urusan Bidaq Soslal
1) Pemberdayaan Sosial:
2) Penanganan Warga NegaraMigran Korban Tindak Kekerasan;
3) Rehabilitasi Sosial;
4) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5) Penanganan Bencana;
6) 'raman Makam Pahlawan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:
a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b) pelayanan informasi rawan beneana;
c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d) pelayanan penyelamatan beneana dan evakuasi korban beneana;
e) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.

5. Urusan Bidalll Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perllndunpn

Masyaralmt.
1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) Beneana;
3) Kebakaran;

Jenis pelayanan dasar pada SPMperumahan rakyat Daerah kabupaten terdiri

atas:
a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

kabupaten; dan
b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

'.' ," PEMfRINTi\H K'\BlJPA1EN GARUT
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Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD
Tahun 2020 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN,APBD
Provinsi dan APBDKabupaten. Rencana program dan kegiatan didapatkan

melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), yang kemudian diverifikasi dan disepakati sebagai usulan
prioritas program dan kegiatan untuk tahun 2020. Penyusunan rencana
dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi
pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan
bawah atas (bottom up), dalam rangka menjawab pennasalahan dan

mendukung pencapaian target sasaran RPJMDtahun 2019-2024 melalui

prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPDTahun 2020.

Matriks rencana program dan kegiatan Perubahan RKPDKabupaten

Garut Tahun 2020 disajikan secara terperinci dalam Lampiran Buku II
Perubahan RKPDTahun 2020.

BABV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
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Perubahan RKPDyang disepakati hams menjadi acuan bagi Perangkat

Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas
dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah­

kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPDTahun 2020 merupakan acuan dan
pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka
regulasi niaupun kerangka anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2020.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi

pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPDTahun 2020 ini, dilakukan

untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus

dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan
Renja Kerja Perangkat Daerah [Renja PD)Kahupaten Garut.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Garut

Tahun 2020, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPDsebelumnya,

mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap
kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta
pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sam.pai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan RKPDTahun
2020 juga dilakukan untuk merespon terjadinya pandemi Corona Virus Disease

atau COVID-19sebagai upaya Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi
COVID-19dalam melakukan pcnyelamatan kesehatan dan perekonomian yang
difokuskan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang

terdampak dalam rangka penanganan COVID-19.

BABVI
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RUDY GUNAWAN

ttd

B U PAT I GAR U T,

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan
dalam Perubahan RKPDini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya
mencrapkan prinsip-prinsip efisien, efcktif, transparan, akuntabel dan partisipatif
dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam
"kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" {budget intervention},

penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik
diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam
satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan
peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

program-programpembangunan yang direncanakan.
dalam

masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020.

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah
melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi
yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3
(tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

4. Pada akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Perangkat Daerah wajibmelakukan
evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran

kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan
dalam APED, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-Iuasnya dalam hal:
a. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta

masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan
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